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MOTTO 
 
 
 َيِنِمْؤُم ْمُت ْ نُك ْنِإ َنْوَلْعَْلْا ُمُت َْنأَو اُونَزَْتَ َلََو اوُِنَتَ َلََو 
Artinya : “Janganlah kamu merasa lemah, dan janganlah (pula) bersedih hati, 
sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang yang beriman.” 
(Q.S. Al-Imran : 139)1 
 
  
                                                 
1 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahanya Dilengkapi Dengan 
Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2007) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama 
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 
0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah: 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan 
tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar 
huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج jim j Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha kh Ka dan ha 
د dal d De 
ذ żal ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
  
ix 
 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Ki 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي ya y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah a a 
 (  ـــــ) Kasrah i i 
(   ْ  ) Dammah u u 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
  
x 
 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ح ول  Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu: 
  
xi 
 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلْا ةضور Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbanā 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 
dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
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2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam 
tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ألك  Akala 
2. نوذختأ Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌ 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
  امو دممحلوسرلَإ  Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 يلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh: 
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No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
  وله الله نإويقزارلايرخ  Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
AULIA ISNAINI NURJANAH, NIM: 152121089 “PERTIMBANGAN 
HAKIM DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH 
PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN DARI TINJAUAN FIQH " 
(Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0073 / Pdt.P / 2017 / PA.Sal). 
Pernikahan adalah ikatan yang dibuat oleh pria dengan wanita yang memiliki minat 
dan pandangan hidup yang selaras dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang 
sakinah, mawaddah, dan rahmah untuk periode yang tidak dapat ditentukan / 
dibatasi atau selamanya. 
Perkawinan adalah sah apabila telah terdaftarkan dan tercatat pada lembaga 
yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah. Jika pernikahan tidak terdaftar, 
maka dapat dimintakan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama yang 
berwenang. Dalam Islam tentang pencatatan perkawinan ini ditinjau melalui fiqh. 
Hukum pencatatan perkawinan di Qiyas kan dengan suatu yang telah ada ketentuan 
hukumnya di dalam Al-Qur’an, dan juga dengan adanya kaidah ushul fiqh yang 
mengantarkan pada maqashidu asy-syari’ah (tujuan hukum Islam) dimaksudkan 
membawa kebaikan atau kemaslahatan dan menghindarkan dari keburukan apabila 
suatu perkawinan dicatatkan. 
Kasus permohonan penetapan keabsahan perkawinan oleh Warga Negara 
Republik Tiongkok dan Warga Negara Republik Indonesia di tahun 2017. 
Perkawinan ini merupakan perkawinan beda kewarganegaraan (campuran) 
sebagaimana dalam pasal 57 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan ini 
merupakan perkawinan yang tunduk pada hukum yang berbeda karena adanya 
perbedaan kewarganegaraan. Mereka melangsungkan perkawinan pada tahun 1983 
di Indonesia. Setelah menikah sangat lama, mereka mengalami kesulitan mengurusi 
kepentingan administratif di Indonesia, karena status perkawinan mereka tidak 
terdaftar di Indonesia. Maka mereka mengajukan permohonan itsbat nikah kepada 
Pengadilan Agama Salatiga supaya perkawinan mereka bisa didaftarkan di Kantor 
Urusan Agama. Namun, karena Pemohon melanggar aturan dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan tersebut ditolak. 
Penelitian ini merupakan penelitian literatur, penulis berusaha untuk 
menjelaskan dan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi hakim untuk 
menolak permohonan itsbat nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama 
Salatiga. Setelah  memahami kemudian barulah penulis menganalisanya dari 
tinjauan fiqh yang berlaku di Indonesia. 
Atas dasar hal-hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 
tentang perkara permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Salatiga. Dan 
penulis akan memaparkan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara 
tersebut diperkuat dengan hasil wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama 
Salatiga dan penulis kemudian akan menganalisanya dalam hukum Islam (fiqh). 
Kata kunci : perkawinan; perkawinan beda kewarganegaraan; itsbat nikah; fiqh 
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ABSTRACT 
 
 
 AULIA ISNAINI NURJANAH, NIM: 152121089 "JUDGE’S 
REFUSAL CONSIDERATION IN REJECTING THE APPLICATION FOR 
MARRIAGE CERTIFICATE OF CITIZENSHIP MARRIAGE FROM  
FIQH REVIEW" (Study of the Decision of the Salatiga Religious Court Number 
0073 / Pdt.P / 2017 / PA.Sal). Marriage is a bond made by men with women who 
have interests and views of life that are in harmony with the aim of forming a family 
that is sakinah, mawaddah, and rahmah for a period that cannot be determined / 
restricted or forever. 
 Marriage is legal if it has been registered with the authorized institution, 
namely the Registrar of Marriage. If the marriage is not registered, an application 
for the marriage certificate can be requested to the relevant Religious Court. In 
Islam the recording of marriage is reviewed through fiqh. The law of marriage 
registration in Qiyas is with a legal provision in the Qur'an, and also with the ushul 
fiqh rules that deliver to the maqashidu asy-shari'ah (the purpose of Islamic law) is 
intended to bring good or benefit and avoid ugliness when a marriage is recorded. 
 The case of the application for the determination of the validity of 
marriage by the citizens of the Republic of China and Citizens of the Republic of 
Indonesia in 2017. This is a marriage of different nationalities as in article 57 of the 
Marriage Law that this marriage is a subject to different laws because of differences 
in citizenship. They married at 1983 in Indonesia. After a very long marriage, they 
had difficulty managing administrative interests in Indonesia, because their marital 
status was not registered in Indonesia. So they applied for the marriage certificate 
to the Salatiga Religious Court so their marriage could be registered at the Office 
of Religious Affairs. However, because the Applicant violated the rules in Law 
Number 1 of 1974, the application was rejected. 
 This research belongs to literature research, which try to explain and to 
know about what is behind the judge to reject the application for marriage certificate 
submitted to the Salatiga religious court. After understanding, then the author 
analyzes it from the fiqh review that applies in Indonesia. 
 On the basis of these matters, the author is interested in further 
investigating the case of the application submitted to the Salatiga Religious Court. 
And the author will explain how the judges' consideration in deciding the case is 
strengthened by the results of interviews with the Salatiga Religious Court Judges 
and the author will then analyze it in Islamic law (fiqh). 
 
Keywords: marriage; citizenship marriage; marriage certificate; fiqh 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang  
Kata pernikahan dalam Bahasa Indonesia identik dengan kata 
perkawinan, yang secara bahasa adalah : Membentuk keluarga dengan 
lawan jenis, bersuami atau beristri; untuk melakukan hubungan kelamin; 
dan bersetubuh.2  
Perkawinan bisa dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat 
nikah. Rukun nikah yakni adanya kedua mempelai, wali nikah, saksi, dan 
ijab qabul.3 Sedangkan syarat sah perkawinan dalam Hukum umum di 
Indonesia ialah : Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah 
pihak; harus mendapat izin dari orang tua apabila masih kurang dari 21 
tahun; mencapai umur 19 bagi pria dan umur 16 bagi wanita; bahwa kedua 
belah pihak tidak dalam hubungan perkawinan; telah selesai masa 
tunggu/iddah.4 Dan syarat sah menurut agama Islam ialah apabila 
perkawinan dilaksanakan bukan dengan yang memiliki halangan untuk 
                                                 
2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 
(PT. gramedia : Jakarta,2012) Edisi IV, Cetakan Keempat, hlm. 639 
 
3 Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 
2010), hlm. 45-46 
 
4 Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 81 
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melaksanakan perkawinan seperti adanya hubungan sedarah, hubungan 
semenda, hubungan sesusuan, dan lain-lain.5 
Perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah 
berarti perkawinan tersebut merupakan perkawinan sirri (sah menurut 
agama Islam saja).6 Dalam fiqh, hukum pencatatan nikah ditetapkan 
berdasarkan Qiyas, yakni Menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu 
yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan 
hukumnya karena ada persamaan illat antara keduanya.  Sedangkan hukum 
yang terdapat pada Al-Ashl adalah sunnah, karena Al-Qur'an yang 
menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah,seperti 
pada surat al-Baqarah ayat 282. Atau pada kesimpulannya hukum yang 
terdapat dalam Al-Ashl terkait pencatatan perkawinan ialah sunnah. 
Pentingnya pencatatan pernikahan atau dengan bahasa lain, ketika 
pernikahan tidak dicatatkan maka akan menimbulkan akibat hukum bagi 
pelaku pernikahan tersebut dan juga keturunannya. Diantara akibat 
pernikahan yang tidak dicatatkan ialah sebagai berikut: substansi 
perkawinan dianggap tidak sah di mata hukum negara; isteri dapat ditalak 
kapan saja; status hukum anak tidak jelas; hak isteri dan anak atas nafkah 
dan juga warisan tidak terjamin.7 
                                                 
5 Ibid.. hlm. 84-85 
 
6Asep Saepudin Jahar,dkk.  Hukum keluarga, Pidana dan Bisnis (Kajian Perundang-
undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional), Cetakan ke-1, (Jakarta : Kencana 
Prenada Media Grup2013)  hlm. 56 
 
7 Endang Ali Ma’sum, Pernikahan yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya, 
Jurnal Musawa, Vol. 12, No.2, Juli 2013, hlm. 209-210 
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Salah satu upaya supaya perkawinan yang belum dicatatkan tersebut 
dapat disahkan ialah dengan pengajuan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 bahwa Pengadilan 
Agama berwenang secara absolute untuk menangani perkara ini. Dalam 
Undang-undang tersebut telah dijelaskan bahwa Peradilan Agama adalah 
peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, dan Pegawai Pencatat 
Nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. 
Kemudian, itsbat nikah dapat diartikan sebagai suatu langkah atau upaya 
yang diberikan oleh pemerintah bagi setiap pasangan yang belum memiliki 
akta nikah.8 Namun dalam permohonan itsbat nikah ini tidak semua yang 
belum memiliki akta nikah bisa mendapat hak pengakuan dari Pengadilan, 
terkecuali telah terpenuhinya syarat-syarat atau kriteria perkawinan yang 
bisa diitsbatkan.9 
Kota Salatiga adalah salah satu kota kecil yang ada di wilayah Jawa 
Tengah. Kota ini diapit dua lereng gunung yaitu Gunung Merapi dan 
Gunung Merbabu. Kota ini terkenal sebagai kota peristirahatan pada masa 
penjajahan Belanda. Di kota tersebut tinggal berbagai etnis baik dalam 
negeri maupun etnis dari luar negeri.  Dengan kebudayaan berbeda dan 
berbagai agama yang hidup berdampingan dengan tentram. Tidak sedikit 
Warga Negara Asing singgah dan tinggal di kota Salatiga entah untuk 
                                                 
8 Kustini, Dalam Kementerian Agama RI, Menelusuri Makna Dibalik Fenomena 
Perkawinan Dibawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat, (Jakarta : Puslitbang Kehidupan 
Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI), hlm. 115 
 
9 Lihat Komplasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (3) 
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sementara ataupun selamanya, hal ini dibuktikan dengan adanya satu 
sekolah internasional di kota Salatiga dimana sebagian besar siswa nya 
adalah orang asing.  Sehingga kota kecil yang ramah ini sering dikenal 
dengan julukan miniatur Indonesia.  
Beragam etnik yang tinggal di kota Salatiga berdampak pada 
percampuran budaya dan kebiasaan bahkan percampuran perkawinan. Salah 
satu contoh perkawinan campuran, yakni perkawinan yang dilangsungkan 
oleh Warga Negara Republik China Tiongkok (laki-laki) dengan Warga 
Negara Republik Indonesia (perempuan), dimana ketika perkawinan 
campuran tersebut dilaksanakan tidak dapat di catatkan oleh Pegawai 
Pencatat Nikah dalam hal ini ialah KUA, dengan alasan bahwa pihak laki-
laki yang berstatus WNA tersebut masih terikat hubungan perkawinan yang 
sah dengan wanita lain yang merupakan Warga Negara Republik China 
Tiongkok. 
Perkawinan campuran yang terjadi antara warganegara China 
dengan warganegara Indonesia ini dianggap tidak sah secara hukum. 
Perkawinan campuran tersebut merupakan perkawinan sirri. Hal ini 
disebabkan karena hukum Indonesia, yaitu dalam Undang Undang 
Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2  dan Kompilasi Hukum 
Islam Pasal 5 ayat 1 mewajibkan perkawinan harus dicatatkan ke pegawai 
pencatat nikah. 
Upaya untuk mengesahkan perkawinan campuran antara warga 
negara China dengan warga negara Indonesia telah dilakukan yakni dengan 
5 
 
 
 
mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Salatiga. 
Perkara permohonan itsbat nikah  tersebut di tangani oleh Majelis Hakim 
Pengadilan Agama Salatiga. Pemohon meminta ke Majelis Hakim 
Pengadilan Agama Salatiga untuk mengabulkan permohonannya yakni 
berupa penetapan keabsahan nikah (itsbat nikah) untuk  dijadikan sebagai 
alas hukum terhadap pernikahan mereka supaya mempunyai dokumen yang 
sah untuk mengurus segala keperluan administratif para pemohon di 
Indonesia.10  
Upaya mereka untuk mencatatkan perkawinan supaya mendapat 
pengakuan keabsahan ditolak oleh Pengadilan Agama Salatiga. Penolakan 
permohonan itsbat nikah ini menjadi menarik untuk diteliti karena pemohon 
melakukan beberapa pelanggaran terkait hukum perkawinan yang ada di 
Indonesia dan kemudian penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai 
pandangan hukum Islam tentang penolakan tersebut. Maka penulis 
mengangkat permasalahan tersebut untuk skripsi dengan judul 
“Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Permohonan Itsbat Nikah 
Perkawinan Beda Kewarganegaraan Dari Tinjauan Fiqh (studi 
Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sal)” 
                                                 
10 Penetapan Perkara No. 0073/Pdt.P/2017/PA.Sal 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka 
penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut : 
1. Apakah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan 
Agama Salatiga untuk memutus perkara Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sal 
tersebut? 
2. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap pertimbangan hukum yang digunakan 
hakim untuk memutus perkara Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sal tersebut? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim 
Pengadilan Agama Salatiga dalam memutus perkara Nomor 
0073/Pdt.P/2017/PA.Sal beserta penjelasannya 
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan 
hukum  yang digunakan hakim untuk memutus perkara Nomor 
0073/Pdt.P/2017/PA.Sal 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dikemudian hari dapat 
digunakan sebagai rujukan penelitian selanjutnya 
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2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat membantu masyarakat 
awam untuk lebih mudah memahami tentang masalah perkawinan, 
khusunya masalah itsbat nikah dan perkawinan campuran 
3. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu 
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, pada Fakultas 
Syariah IAIN Surakarta. 
 
E. Kerangka Teori 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teori-teori dasar 
yang digunakan sebagai acuan teori. Penulis menggunakan teori tentang 
perkawinan, baik dari definisi perkawinan; dasar hukum perkawinan; rukun 
syarat perkawinan; pencatatan perkawinan; perkawinan campuran; dan 
itsbat nikah. Teori yang didapat selain melalui buku-buku ataupun karya 
tulis yang telah ada, penulis juga menggunakan sumber dari Undang-
Undang perkawinan yang ada di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; dan Kompilasi 
Hukum Islam.  
Dari teori-teori yang telah di dapat kemudian penulis membaca dan 
memahami keseluruhan isi yang berkaitan dengan penelitian penulis. 
Kemudian setelah memahami keseluruhan teori, lalu penulis melanjutkan 
pemahaman pada putusan nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sal yang digunakan 
sebagai objek material dalam penelitian ini. Apakah sesuai atau bertolak 
belakang dengan teori yang ada. Dalam penelitian ini analisa data 
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ditekankan pada penjabaran Hukum positif tentang penolakan hakim dalam 
permohonan itsbat nikah  perkawinan beda kewargamegaraan dan juga 
penjabaran dalam tinjauan fiqh yang merupakan objek formal dalam 
penelitian ini. 
Dari proses analisa tersebut kemudian penulis menemukan jawaban 
dari rumusan masalah. Tinjauan fiqh dalam penelitian ini melalui jalan 
analogi (Qiyas) hukum yang tidak diatur dalam Al-Qur’an dengan sesuatu 
yang hukumnya telah diatur dalam Al-Qur’an. Selain hal itu dalam 
pandangan fiqh khususnya tentang adanya pencatatan perkawinan 
dipandang melalui kaidah ushul fiqh yang kemudian mengantarkan pada 
maqoshid Asy-Syari’ah (Tujuan Hukum Islam). Apabila hasil putusan dan 
pertimbangan majelis hakim tidak sesuai dengan teori yang ada maka 
pertimbangan penolakan yang dijatuhkan ialah kurang tepat, namun apabila 
sesuai dengan hukum syari’at atau teori yang ada, maka peraturan yang 
dibuat pemerintah guna menghindarkan masyarakat dari keburukan 
merupakan langkah yang terbaik dan harus dipatuhi. Karena apabila 
peraturan tersebut dilanggar maka akan memunculkan dampak buruk bagi 
kehidupannya.  
 
F. Tinjauan Pustaka 
Pembahasan tentang itsbat nikah ini telah banyak dipublikasikan, 
sehingga penulis perlu memaparkan beberapa skripsi yang telah ada dan 
digunakan sebagai tinjauan pustaka untuk tambahan referensi penulis. Tentu 
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saja diantara semua penelitian tentang itsbat nikah tersebut memiliki 
persamaan dan perbedaan yang akan penulis bahas lebih lanjut. 
Pertama, skripsi yang ditulis oleh M Zaky Ahla Firdausi pada Tahun 
2015 yang berjudul “Penetapan Itsbat Nikah Perkawinan Campuran 
(Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 
0044/Pdt.P/2014/PA.Tgrs)”. Dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan 
tentang pengajuan permohonan itsbat nikah untuk perkawinan campuran 
dan mengabulkan permohonannya. Penulis juga memaparkan tentang 
alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk 
mengabulkan permohonan itsbat nikah tersebut. Yang pada intinya 
permohonan itsbat dikabulkan karena telah memenuhi syarat-syarat dan 
rukun perkawinan ketika dilaksanakan akad perkawinan dan para pemohon 
juga mendatangkan saksi yang meyakinkan hakim. Dengan tidak ada 
kekurangan alasan dalam pembuktian sehingga permohonan dapat 
dikabulkan.11 
Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Heni Widanarti pada tahun 2013 
dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pengesahan 
Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (itsbat nikah)”. Pada jurnal ini, penulis 
memaparkan tentang permohonan itsbat nikah  yang di kabulkan dan ditolak 
oleh Pengadilan Agama Semarang. Permohonan yang dikabulkan oleh 
Pengadilan ialah perkawinan yang sah pada saat dilakukannya ijab Kabul, 
                                                 
11 M Zaky Ahla, Penetapan Itsbat Nikah Perkawinan Campuran (Analisis Penetapan 
Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 0044/Pdt.P/2014/PA.Tgrs), Skripsi, 2015, Jakarta, UIN 
Syarif Hidayatullah 
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dan setelah menikah telah mendapat buku nikah namun data pernikahannya 
tidak/belum tercatat di KUA setempat dan murni karena kelalaian pihak 
KUA. Dan permohonan yang ditolak ialah terhadap perkawinan yang 
dilakukan namun tidak memenuhi syarat wali nikah. Sehingga permohonan 
itsbat nikah tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang.12 
Ketiga, skripsi yang ditulils oleh Hidayatullah pada Tahun 2013 
dengan judul “Penetapan Hakim Dalam Itsbat Nikah Antara Warga Negara 
Asing Dan Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Atas Perkara No: 
67/Pdt.P/2010/PA. Pas Di Pengadilan Agama Pasuruan)”. Inti dari 
penulisan skripsi tersebut ialah bahwa permohonan itsbat nikah diajukan 
oleh pemohon dengan alasan bahwa perkawinan mereka tidak tercatat di 
KUA setempat karena ternyata pada saat perkawinan dilangsungkan 
terdapat syarat yang kurang dari Negara asal pemohon I (keterangan dari 
pihak KUA). Namun, perkawinan tetap dilangsungkan oleh keluarga karena 
dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan maka kedua belah 
pihak segera di nikahkan. Sehingga permohonan dikabulkan karena telah 
terbukti perkawinannya dulu telah dilangsungkan dan memenuhi rukun 
syarat perkawinan sesuai agama Islam dan telah memenuhi persyaratan dari 
Negara yang dulu belum terpenuhi.13 
                                                 
12 Heni Widanarti, Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pengesahan Perkawinan 
Yang Tidak Dicatatkan (itsbat nikah), Jurnal MMH, Jilid 42, No.2, April 2013 
 
13 Hidayatullah, Penetapan Hakim Dalam Itsbat Nikah Antara Warga Negara Asing 
Dan Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Atas Perkara No: 67/Pdt.P/2010/PA. Pas Di 
Pengadilan Agama Pasuruan), Skripsi, 2013, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim  
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Sedangkan penulisan ini ialah studi atas kasus yang diajukan di 
Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor perkara 
0073/Pdt.P/2017/PA.Sal. Pada skripsi ini penulis akan memaparkan tentang 
pengajuan permohonan itsbat nikah, supaya perkawinan para pemohon bisa 
di catatkan di KUA. Namun, oleh hakim permohonan tersebut ditolak 
karena ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi dan melanggar Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam. Penulis 
memaparkan pertimbangan hakim dalam menetapkan kasus permohonan 
itsbat nikah yakni meliputi Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan 
juga menganalisis pertimbangan yang digunakan hakim tersebut dalam 
hukum Islam. Penulisan ini hampir sama dengan skripsi milik Hidayatullah 
dan M Zaky, juga jurnal milik Heni Widanarti. Namun memiliki perbedaan 
dalam putusan dan fokus penelitian. Perbedaan dengan skripsi milik 
Hidayatullah adalah ia fokus pada legal standing hakim yang bertumpu 
pada metode ijtihad terapan dan diperbolehkan karena telah memenuhi 
syarat Negara yang dulu belum terpenuhi, sedangkan penulis meneliti dari 
Perundangan di Indonesia dan meninjaunya dalam sudut pandang Hukum 
Islam.  
Selanjutnya perbedaan dengan jurnal milik Widanarti ialah dalam 
penulisannya ia melakukan pemaparan dengan contoh permohonan yang 
diterima dan ditolak, alasan penerimaan karena terpenuhinya rukun syarat 
saat perkawinan dan alasan penolakannya ialah karena adanya kesalahan 
dalam pemilihan wali nikah sehingga menyebabkan perkawinan 
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terdahulunya tidak sah. Yang terakhir, perbedaan dengan skripsi yang 
ditulis oleh M Zaky ialah permohonan itsbat nikah para pemohon ditermia 
karena menurut pandangan hakim bahwa bila perkawinan telah memenuhi 
rukun syarat perkawinan saat berlangsung dan belum dicatatkan maka 
cukup dengan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dan tidak 
perlu menikah ulang. Hakim menggunakan pertimbangan dengan kitab fiqih 
dan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan penelitian milik penulis 
bahwa hakim memutuskan perkara permohonan tersebut hanya 
menggunakan Undang-Undang saja, barulah penulis meninjaunya dalam 
hukum Islam.  
 
G. Metode Penelitian 
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.14 
Untuk mengumpulkan data, menjelaskan, dan menyimpulkan objek 
skripsi, penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 
Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang lebih menekankan pada 
aspek pemahaman terhadap suatu fenomena. Yakni mengkaji masalah 
secara kasus perkasus.15 
1. Jenis Penelitian  
                                                 
14 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Cetakan ke-21, 
(Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 2 
 
15 Danu Eko Agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Praktik), 
( Yogyakarta : Calipus, 2015), hlm. 10 
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Tahapan tahapan dalam penelitian ini adalah pengamatan, 
pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Metode 
penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum 
doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum 
doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-
peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada 
pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat 
sekunder pada perpustakaan. penelitian ini adalah penelitian hukum 
normatif  yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, 
filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan 
umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat 
suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.  
Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif 
mempunyai cakupan yang luas. Penelitian hukum normatif bisa 
dikatakan juga mencakup hal-hal sebagai berikut, diantaranya:16 
- Penelitian terhadap azas-azas hukum 
- Penelitian terhadap sistematika hukum 
- Penelitian sejarah hukum 
- Penelitian perbandingan hukum. 
 
 
                                                 
16 Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3, (Jakarta : Universitas 
Indonesia Press, 1986), hlm. 51 
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2. Sumber Data 
Oleh karena ini merupakan penelitian hukum (normatif), maka  
mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan metode penelitian 
dan ilmu-ilmu sosial lainnya, hal itu berakibat pada jenis datanya. Bagi 
penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder, jenis 
datanya (bahan hukum) adalah : 
a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 
yakni Putusan Perkara Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sal  
b.  Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti 
Peraturan Dasar (Batang Tubuh UUD 1945), Peraturan Perundang-
undangan (Undang-undang atau peraturan yang setaraf, Peraturan 
Pemerintah atau peraturan yang setaraf, Kepres atau peraturan yang 
setaraf, Kepmen atau peraturan yang setaraf, Perda atau peraturan 
yang setaraf), hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. 
Penulis juga menggunakan skripsi dan jurnal-jurnal dari penelitian 
yang sebelumnya telah dilakukan yakni mengenai itsbat nikah 
perkawinan campuran dan hal-hal yang berkaitan dengannya, 
penulis juga menggunakan buku-buku rujukan dari para pakar 
hukum terpercaya. Tak lupa juga penulis memperkuat data dari hasil 
wawancara.  
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c.  Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan 
petunujuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 
sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah : 
a. Dokumentasi 
Dokumentasi dalam penelitian yang dimaksud ialah 
penelusuran penulis terhadap beberapa catatan tentang perkara itsbat 
nikah baik melalui media internet ataupun buku. Teknik 
pengumpulan data berupa dokumen dalam penelitian ini ialah 
berupa hasil putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 
0073/Pdt.P/2017/PA.Sal 
b. Wawancara 
Dalam wawancara ini penulis akan mengajukan pertanyaan 
seputar hal-hal yang berkaitan dengan penetapan perkara Nomor 
0073/Pdt.P/2017/PA.Sal. Wawancara dengan responden tersebut 
akan dilakukan secara individual, dan penulis akan mencatatkan hal-
hal penting selama wawancara berlangsung. Dalam hal ini penulis 
akan mewawancarai majelis hakim yang menangani kasus itsbat 
nikah tersebut. 
4. Teknik Analisis Data 
Pada penelitian ini teknik analisa data menggunakan metode 
induktif yakni teknik analisa yang dilakukan dengan cara 
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mengomparasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus 
penelitian atau dengan kata lain metode induktif adalah metode 
analisa yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk 
ditarik kesimpulan yang bersifat umum.17 
Menurut Bogdan & Biklen analisis data kulitatif merupakan 
upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 
mengorganisasi data, memilahmilahnya menjadi satuan yang dapat 
dikelola, mensistensisnya, mencari dan menemukan apa yang 
penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.18 
 
H. Sistematika Penulisan 
Agar dapat memberikan gambaran dalam memahami skripsi ini, maka 
penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya. Adapun sistematika 
penulisan disajikan dalam 5 (lima) bab, yang secara garis besar terdiri dari 
: 
Bab I, merupakan pendahuluan, pada bab ini merupakan pola dasar dari 
seluruh pembahasan yang ada pada skripsi. Bab ini menguraikan tentang 
latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, 
kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penulisan dan sistematika 
pembahasan. 
                                                 
17 Sutrisno Hadi, metode Research, (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), hlm. 66 
18 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosda 
Karya, 2008), hlm. 4 
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Bab II, merupakan landasan teori penelitian, berupa pendalaman 
pengertian tentang perkawinan dan segala hal yang ada didalamnya seperti 
rukun, syarat, pencatatan nikah, tentang perkawinan beda kewarganegaraan 
(campuran) dan juga mengenai itsbat nikah. 
Bab III,  mengemukakan lokasi penulisan secara garis besar mulai dari 
sejarah singkat Pengadilan Agama Salatiga, struktur organisasi Pengadilan 
Agama Salatiga, kompetensi Pengadilan Agama Salatiga, serta 
menampilkan prosedur pengajuan perkara permohonan di Pengadilan 
Agama Salatiga dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan 
permohonan  itsbat nikah yang diputus oleh Pengadilan Agama Salatiga No. 
0073/Pdt.P/2017/PA.Sal. 
Bab IV, merupakan analisis. Pada bab ini penulis akan menganalisa 
putusan perkara permohonan itsbat nikah  Pengadilan Agama Salatiga 
dengan Nomor perkara 0073/Pdt.P/2017/PA.Sal dari sudut pandang hukum 
Islam.  
Bab V, adalah penutup. Merupakan kesimpulan dari pembahasan-
pembahasan sebelumnya. Selain itu pada bab ini juga dilengkapi saran-
saran peneliti atas hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II 
 
DEFINISI PERKAWINAN, PERKAWINAN BEDA 
KEWARGANEGARAAN, PENCATATAN PERKAWINAN DAN ITSBAT 
NIKAH 
 
 
A. Definisi Perkawinan 
1. Pengertian Perkawinan 
Sebagaimana yang telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa.19 Menikah bukanlah hanya menjalin hubungan di dunia 
belaka, namun menikah adalah perjuangan dua insan manusia untuk 
mencapai kebahagiaan bersama di dunia dan di akhirat. Menikah 
merupakan bagian dari ibadah yang mulia, dan akan menyempurnakan 
agama seseorang.20 Pernyataan tentang perkawinan tersebut hampir 
memiliki kesamaan makna dengan apa yang ada dalam Kompilasi Hukum 
Islam yakni perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat 
atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan tersebut dengan tujuan 
                                                 
19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
 
20 Burhanuddun, Nikah Siri : Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri, (MedPress 
Digital, 2012), hlm. 30 
 
  
19 
 
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan 
rahmah.21 
Menurut definisi ulama fiqih (Mazhab Syafi’i) Nikah adalah akad 
yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan 
lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu.22 Maka, atas dasar 
beberapa definisi tentang perkawinan tersebut dapat disimpulkan 
bahwasannya perkawinan ialah suatu ikatan yang dilakukan oleh seorang 
pria dengan seorang wanita yang mempunyai kepentingan dan pandangan 
hidup yang serasi dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang 
sakinah, mawaddah, dan rahmah untuk kurun waktu yang tidak dapat 
ditentukan/dibatasi atau selama-lamanya.23 
2. Dasar Hukum Nikah 
Islam sangat menganjurkan nikah, karena nikah itu adalah suatu 
kebutuhan primer agar terhindar dari kemaksiatan dan menciptakan rasa 
aman, tentram dan penuh dengan rasa kasih sayang dalam keluarga.  
Firman Allah SWT QS. Ar-Rum Ayat 21:24 
                                                 
21 Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Tentang Hukum Perkawinan 
 
22 Fuadi, Kepastian Hukum Perkawinan Sirri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, cet.1, (Yogyakarta : Deepublish, 2017), hlm. 1 
 
23 Ibid., hlm. 1-2      
 
24 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahanya Dilengkapi Dengan 
Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2007), hlm. 
406   
 دَوَم ْمُكَن ْ ي َب َلَعَجَو اَه ْ َيِلإ اوُنُكْسَِتل اًجاَوَْزأ ْمُكِسُف َْنأ ْنِم ْمُكَل قَلَخ ْنَأ ِِهتَيَآ ْنِمَو  ًةَْمََرَو ًةً 
                                       َنوُر كَف َت َي ٍمْوَِقل ٍتَيََلَ َكِل ََٰذ فِ  نِإ 
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Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” 
 
Dalam tafsir Jalalayn dijelaskan tentang QS. Ar-Rum tersebut sebagai 
berikut : 
“(Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) Siti Hawa tercipta dari tulang 
rusuk Nabi Adam sedangkan manusia yang lainnya tercipta dari air mani 
laki-laki dan perempuan (supaya kalian cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di 
antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada 
yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan 
Allah swt.” 
Hukum perkawinan bagi orang yang telah mempunyai kemampuan 
kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya 
tidak segera melangsungkan perkawinan, adalah wajib. Kemudian bagi 
orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk 
melangsungkan perkawinan, tetapi jika tidak segera melangsungkan 
perkawinan tidak dikhawatirkan berbuat zina, adalah sunnat. Akan tetapi 
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apabila seseorang tidak memiliki keinginan dan tidak memiliki kemampuan 
serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam 
rumah tangga, atau jika melangsungkan perkawinan akan dapat 
menelantarkan istrinya, maka hukumnya haram. Lain halnya jika seseorang 
mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mampu 
untuk menahan diri tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya 
saja orang ini tidak mempunyai keinginan kuat untuk dapat memenuhi 
kewajiban suami istri dengan baik, maka hukumnya makruh.25 
3. Syarat Dan Rukun Perkawinan 
a. Rukun Perkawinan 
Dalam melaksanakan perkawinan haruslah memenuhi rukun dan 
syarat perkawinan, supaya pernikahan dapat dikatakan sah baik menurut 
agama maupun Negara. Rukun adalah suatu hal yang harus dipenuhi 
untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan yang 
harus diindahkan dan dilakukan.26 
Rukun dalam hal perkawinan ialah hal yang harus ada dan wajib 
tanpa diwakilkan terkecuali dalam hal mendesak. Rukun perkawinan 
menurut jumhur ulama yakni :27 
                                                 
25 Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), hlm.20 
 
26 Ibid.. hlm.45-46 
 
27 Ibid., hlm. 46; Keterangan yang sama juga terdapat dalam buku karangan Abdul Somad, 
Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia), Ed. Revisi, Cet. 3, (Jakarta : 
Kencana Prenada Media Grup, 2017), hlm. 263 
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1) Adanya calon suami 
2) Adanya calon istri 
3) Adanya wali dari pihak wanita 
4) Adanya dua orang saksi 
5) Adanya sighat nikah atau ijab dan qabul 
b. Syarat Perkawinan 
Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, 
apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan 
menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat-
syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ialah 
sebagai berikut :28 
1) Persetujuan kedua calon mempelai, 
2) Perkawinan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin 
kedua orang tua. Apabila terdapat halangan maka dapat digantikan 
oleh wali nasab ataupun wali hakim, 
3) Mempelai pria minimal berumur 19 tahun dan mempelai wanita 
berumur 16 tahun, 
4) Dilarang melakukan perkawinan seperti yang telah ditentukan pada 
pasal 8. Yakni apabila memiliki hubungan darah dalam garis 
keturunan lurus kebawah/keatas; dalam garis keturunan menyamping; 
                                                 
28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, BAB II, Pasal 1, Tentang Syarat - Syarat Perkawinan  
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ada hubungan semenda; adanya hubungan sepersusuan; adanya 
hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi/kemenakan dari istri 
(apabila seorang suami beristri lebih dari seorang); mempunyai 
hubungan yang dilarang dalam agamanya untuk melakukan 
perkawinan; tidak menikahi wanita dalam masa iddah,dan sebagainya. 
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Syarat dari Perkawinan 
ialah sebagai berikut:29 
1) Calon mempelai laki-laki sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan 
calon mempelai wanita berumur 16 tahun, 
2) Calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus 
mendapat izin sesuai yang telah dijelaskan pada Undang – Undang 
Perkawinan, 
3) Pegawai Pencatat Nikah menanyakan persetujuan calon mempelai 
dihadapan saksi nikah, 
4) Tidak terdapat halangan perkawinan (adanya larangan perkawinan 
seperti yang telah disebutkan sebelumnya juga di Undang – Undang 
Perkawinan), 
5) Wali nikah harus seorang laki-laki, muslim, akil, dan baligh, 
                                                 
29 Kompilasi Hukum Islam, BAB IV, Pasal 15-29, Tentang Syarat Perkawinan 
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6) Dua orang saksi, harus hadir menyaksikan perkawinan yang 
berlangsung, laki-laki, muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu 
ingatan dan tuna rungu atau tuli, 
7) Ijab Kabul harus jelas beruntun dan tidak ada selang waktu, 
8) Pengucapan Kabul oleh calon mempelai laki-laki secara pribadi dan 
bisa diwakilkan dengan syarat pemberian kuasa secara tertulis. 
Adapun secara lebih rinci tentang syarat perkawinan ialah sebagai 
berikut: 
1) Calon mempelai pria 
Syari’at islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi 
oleh seorang suami berdasarkan ijtihad para ulama yaitu :30 
a) Calon suami beragama Islam, 
b) Bukan mahram dari calon istri, 
c) Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri, 
d) Tertentu atau jelas orangnya, 
e) Tidak sedang ihram haji, 
f) Calon suami rela  untuk melakukan perkawinan itu,31 
g) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, 
                                                 
30 Abdul Somad, Hukum Islam …, hlm. 263 
 
31 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, BAB II, Pasal 6 Ayat (1), Tentang 
Syarat-Syarat Perkawinan 
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h) Tidak sedang mempunyai istri empat.32 
2) Calon mempelai wanita33 
a) Beragama Islam. 
b) Tidak ada halangan hukum ( tidak bersuami, bukan mahram, tidak 
sedang iddah) 
c) Merdeka atas kemauan sendiri34 
d) Jelas orangnya 
e) Tidak dalam ihram haji 
3) Syarat ijab dan Kabul 
Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau 
wakilnya sedangkan Kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau 
wakilnya. Menurut pendapat khanafi boleh juga dilakukan oleh pihak 
mempelai laki-laki atau wakilnya dan Kabul oleh pihak perempuan 
(wali atau wakilnya) apabila perempuan itu telah baligh dan berakal 
dan boleh sebaliknya. 
                                                 
32 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Ayat (1)  “Pada asasnya dalam 
suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh 
mempunyai seorang suami.” 
 
33 Abdul Somad, Hukum Islam …, hlm. 263-264 
 
34 Kompilasi Hukum Islam pasal 16 disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita 
dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyaratnya tapi dapat juga berupa 
diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Dan pasal 17 KHI menegaskan bila perkawinan 
tidak disetujui oleh seseorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. 
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Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majlis tidak boleh ada jarak 
yang lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad dan 
kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan qabul dapat didengar 
dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Khanafi 
membolehkan ada jarak antara ijab dan Kabul asal masih dalam satu 
majelis dan tidak ada yang menunjukkan hal-hal yang menunjukkan 
salah satu pihak berpaling dari maksud akad tersebut. Lafadz yang 
digunakan akad nikah adalah lafadz nikah atau tazwij, yang 
terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu 
terdapat didalam kitabullah dan sunnah. Demikian menurut Asy-
Syafi’I dan Hambali. Sedangkan khanafi membolehkan kalimat yang 
lain yang tidak dengan Al-Qur’an misalnya dengan kalimat hibah, 
sedekah, pemilikan, atau dalam bahasa sastra yang artinya 
perkawinan.35 
4) Syarat wali (perkawinan tanpa wali tidaklah sah)36 
a) Wali hendaklah seorang laki-laki 
b) Beragama Islam 
c) Baligh  
                                                 
35 Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat …, hlm. 56-59 
 
36 Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet.ketiga, (Banda Aceh : Penerbit 
Pena, 2010), hlm. 82 
 
  
27 
 
d) Berakal sehat 
e) Adil 
5) Syarat saksi37 
a) Beragama Islam 
b) Dua orang laki-laki, atau menurut ulama Hanafi dimungkinkan 
seorang laki-laki dan dua orang perempuan 
c) Baligh 
d) Adil 
e) Berakal 
f) Melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud 
akad nikah. 
Selain itu, adapun kewajiban adanya saksi sebenarnya untuk 
kemaslahatan kedua belah pihak mempelai, supaya apabila di 
kemudian hari terdapat perselisihan yang menyangkut perkawinan 
maka saksi dapat memberikan keterangan yang benar sesuai 
kesaksiannya.38 
4. Azas Monogami Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia 
Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa telah disebutkan dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “pada azasnya 
                                                 
37 Ibid.. hlm. 83 
38 Aunullah Indi, Ensiklopedi Fiqh, (Yogyakarta: Pustaka insan madani, 2008), hlm. 97 
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dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, 
seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dari pasal ini dapat 
kita pahami bahwa sebenarnya Indonesia menganut azas monogami dalam 
perkawinan yang menerapkan hanya ada satu suami dan istri dalam satu 
hubungan perkawinan. Namun kemudian pada ayat selanjutnya yakni ayat 
(2) yang berbunyi “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami 
untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak 
bersangkutan” secara jelas azas monogami yang ada di Indonesia ialah azas 
monogami terbuka, yakni seorang suami boleh mengajukan permohonan 
poligami ke Pengadilan Agama dengan aturan dan syarat yang sesuai dengan 
perundangan yang mengaturnya.39 
Dalam hukum Islam juga memandang bahwa perkawinan sebaiknya 
ialah dengan satu wanita. Diperkuat dalam QS. An- Nisa’ ayat 3: 
 
 
 
 
“ Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap 
(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah 
perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Tetapi jika 
kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang 
saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu 
lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim.”40 
                                                 
39 Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4 dan 5 Tentang Dasar Perkawinan. 
 
40 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahanya Dilengkapi Dengan Asbabun 
Nuzul dan Hadits Sahih …, hlm. 77. Dalam tafsir jalalain dijelaskan bahwa seorang laki-laki boleh 
memilih 2, 3, ataupun 4 wanita yang dianggap baik untuk dikawini. Namun apabila terdapat keraguan 
akan mampu atau tidaknya dalam berlaku adil khususnya dalam giliran dan pembagian nafkah maka 
 فِ اُوطِسْق ُت  لََأ ْمُتْفِخ ْنِإَو َْْم ِءاَسِّنلا َن ِّم مُكَل َبَاط اَم اوُحِكنَاف  َماَت َيْلا  َنَ
 َنََْدأ َكِلَذ ْمُكُنَاْيْأ ْتَكَلَم اَم ْوَأ ًةً َدِحاَو َف اوُلِدْع َت  لََأ ْمُتْفِخ ْنَِإف َعَبَُرَو َثَلاُثَو
اوُلوُع َت  لََأ 
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Dalam kaitannya perizinan poligami dalam Islam sendiri, dapat 
dikemukakan macam-macam alasan sebagai berikut :41 
a. Bagi seorang suami yang kuat nafsu syahwatnya sedang sang istri tidak 
memadai. 
b. Apabila seorang istri tidak bisa memiliki keturunan sedangkan suami 
sangat menginginkan adanya keturunan 
c. Apabila seorang istri sakit dan tidak bisa melayani suaminya dengan 
baik 
d. Apabila jumlah wanita dalam suatu lingkungan sangat banyak dan 
poligami bertujuan memberi kesempatan bagi wanita untuk 
memperoleh suami dan menjamin agar kehidupannya lebih stabil. 
 
B. Pencatatan Perkawinan Dan Itsbat Nikah 
1. Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Positif 
Pencatatan perkawinan kepada pihak yang berwenang untuk 
mencatatkannya merupakan suatu usaha dari pemerintah untuk memberikan 
kemudahan dan kepastian hukum terhadap suatu perkawinan. Dengan 
dicatatkannya suatu perkawinan maka dapat dijadikan bukti autentik bahwa 
                                                 
lebih baik nikahi satu wanita saja atau nikahilah hamba sahaya karena hal itu lebih baik daripada berbuat 
aniaya yang mendekati kedzaliman.  
 
41 Hamid Sarong, Hukum Perkawinan …, hlm. 71 
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telah sah suatu ikatan dan telah dijamin oleh negara bila suatu saat terjadi hal-
hal yang tidak diinginkan. Dengan besarnya pengaruh pencatatan tersebut 
terhadap status perkawinan dan walaupun pencatatan hanya sebatas syarat 
administratif, maka pemeritah menuangkannya dalam peraturan yang 
diperundangkan.42 
Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap 
perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Dari 
ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah 
merupakan syarat yang menentukan sahnya perkawinan, karena segala 
perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah apabila dilakukan menurut 
agama dan kepercayaan masing-masing. Tetapi dalam penjelasan umum 
ditentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa 
pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 
perkawinan, karena pencatatan itu merupakan suatu syarat yang diakui atau 
tidaknya suatu perkawinan oleh Negara atau sebut saja sebagai syarat 
                                                 
42 Dian Mustika, “Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia 
Islam”, Artikel, hlm. 55 
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administratif dan hal ini banyak membawa konsekuensi (dampak) bagi yang 
melaksanakan perkawinan tersebut.43 
Fundamentum yuridis dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 diperjelas 
penekanannya dalam pasal 4-7 Kompilasi Hukum Islam. KHI memuat 
aturan-aturan sebagai berikut:44 
a. Sahnya perkawinan mesti dilakukan menurut hukum Islam 
b. Dilarang pria Islam kawin dengan non-muslim 
c. Setiap perkawinan harus dicatat 
d. Perkwinan baru sah apabila dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat 
Nikah 
e. Perkawinan diluar PPN ialah perkawinan liar 
f. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh 
PPN 
Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa:45 
                                                 
43 Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia, Cet.1, (Jakarta : Kencana 
Prenadamedia Grup, 2017), hlm. 236 
 
44 Abdul Somad, Hukum Islam …, hlm. 282-283 
 
45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, BAB II, Pasal 2, Tentang Pencatatan 
Perkawinan 
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a. Bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatat 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 
Tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk 
b. Bagi mereka yang bukan Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai 
pencatat perkawinan pada kantor Catatan Sipil 
Dengan adanya peraturan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa 
pencatatan perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat 
sensitif dan telah di perudangkan dengan pertimbangan yang baik bagi 
kehidupan masyarakat.  
Khusus bagi umat muslim di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur 
secara tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5, yang menyatakan 
:46 
a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap 
perkawinan harus dicatat 
                                                 
46 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta : Akademia Pressindo, 1992), 
hlm. 114 
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b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai 
Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 194647 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 195448 
Selanjutnya pada pasal 6 ditegaskan :  
a. Untuk memenuhi ketentuan pada pasal 5, setiap perkawinan harus 
dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat 
Nikah  
b. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat 
Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum 
Bagi yang tidak mendaftarkan perkawinan atau yang enggan 
melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah, maka akan 
menanggung risiko yuridis, perkawinannya dikualifikasikan sebagai 
perkawinan liar dalam bentuk kumpul kebo atau compassionate marriage.49 
Lebih lanjut, A Mukti Arto menjelaskan bahwa suatu perkawinan 
dianggap sah apabila memenuhi dua persyaratan, yakni memenuhi ketentuan 
hukum materil (memenuhi rukun dan syarat perkawinan), dan memenuhi 
                                                 
47 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1946, Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk, 
Pasal 1 ayat (1) yakni : “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi 
oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. 
Talak dan rujuk dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan 
kepada pegawai pencatat nikah”. 
 
48 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954, Tentang Penetapan Berlakunya Undang – Undang 
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk.  
 
49 Abdul Somad, Hukum Islam …, hlm. 281  
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ketentuan hukum formil (telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah). 
Oleh karenanya pernikahan dianggap sempurna jika telah memenuhi kedua 
syarat tersebut.50 Namun realita yang ada di masyarakat masih menempatkan 
pencatatan perkawinan ini sebagai hal yang tidak penting. Walaupun 
terkadang masyarakat memahaminya tetap saja beberapa dari mereka malas 
untuk mencatatkan dengan dalih rumitnya pencatatan perkawinan. Sehingga 
masyarakat banyak yang melakukan nikah sirri. Pada dasarnya pernikahan 
ini merupakan tindak pidana pelanggaran administrasi yang dapat dijatuhi 
sanksi pidana, baik bagi pelaku maupun petugas yang melakukan 
perkawinan tersebut. Ketentuan ini di dasarkan pada pasal 3 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 
9 Tahun 1975.51 
2. Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam (Fiqh) 
Seperti yang telah dipaparkan pada penjelasan pencatatan perkawinan 
dalam hukum positif Indonesia. Bahwa suatu perkawinan dapat diakui oleh 
negara apabila telah memenuhi syarat formil yakni mencatatkannya. Sebagai 
warga yang taat pada hukum di Indonesia maka ada baiknya kita mentaatinya. 
Karena sejatinya dalam perundangan tersebut yang khususnya bagi umat 
                                                 
50 A. Mukti Arto, Masalah Pencatatan Perkawinan Dan Sahnya Perkawinan dalam Iskandar 
Ritongga, Hak-Hak wanita dalam Undang – Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta 
: Nuansa Madani, 1999), hlm. 64-65 
 
51 Dian Mustika, Pencatatan Perkawinan …”, hlm. 61 
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muslim yakni yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dalam 
penetapannya juga telah berdasar fiqih yang ada di Indonesia yang 
mayoritasnya ialah syafi’iyyah. Fiqh merupakan ilmu tentang hukum-hukum 
syar’i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang 
tafsili. Bukti fiqh di Indonesia bercorak syafi’iyyah ialah banyak ulama-
ulama fiqih terdahulu yang bercorak syafi’iyyah. Seperti Syekh Arsyad al-
Banjari, Syaikh Abd Al-Malik bin Abdullah Trengganu, Syaikh Nawawi al-
Batani, dan lain sebagainya. Bukti-bukti lain juga menunjukkan, buku fiqih 
yang banyak digunakan di Indonesia seperti di pesantren dan madrasah 
adalah buku-buku yang berada dalam rumpunan mazhab Syafi’i.52  
Dalam hukum Islam memang tentang pencatatan perkawinan ini tidak 
diatur secara jelas baik dalam Al-Qur’an maupun Hadits. Begitu pula pada 
literature – literature fiqih klasik, tentang pencatatan perkawinan ini tidak 
diatur secara implisit, mungkin saja karena pada masa pembuatannya hal ini 
memang belum begitu penting dan menjadi sesuatu yang tidak riskan. 
Berbeda dengan saat ini, semakin berkembanganya zaman maka semakin 
banyak hal-hal yang dulunya mustahil menjadi hal yang sudah biasa saat ini. 
Maka perlu adanya penggalian hukum terkait sesuatu yang dianggap penting 
namun belum ada hukumnya di nash. Salah satu penggalian hukum ini ialah 
dengan cara berijtihad oleh para ulama mujtahid. Ijtihad secara etimologi 
                                                 
52 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, Hukum Perdata …, hlm. 6-7 
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berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga, baik fisik maupun 
pikiran. Menurut Al-Ghazali ijtihad ini bukan lah untuk masalah-masalah 
kecil, dan hanya untuk hal-hal yang mengandung kesulitan.53 Mengingat 
dalam persaksian saksi saat akad nikah dan saat walimah telah kehilangan 
kekuatan daya perlindungannya dan juga perkembangan zaman menggeser 
kebudayaan dimana dahulu menghafal ialah hal yang lebih diutamakan 
daripada tulisan. Namun, saat ini pada kehidupan modern segala sesuatu lebih 
penting dan lebih mudah untuk meyakinkan melalui tulisan. Selain itu, dalam 
hal nikah yang tidak dicatatkan membawa banyak dampak negatif untuk 
wanita dan anak seperti tidak terjaminnya hak-hak wanita untuk 
mendapatkan jaminan hak atas nafkah; hak atas warisan; ataupun hak atas 
harta gono gini jika dikemudian hari diceraikan suaminya, dan masih banyak 
berbagai dampak negatif yang lebih riskan yakni tidak adanya perlindungan 
terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Maka atas dasar beberapa hal 
tersebut pencatatan nikah menjadi mutlak dilakukan.54.  
Dalam kaidah ushul fiqh pun telah menganjurkan untuk mendahulukan 
menghindari kerusakan daripada menciptakan kemaslahatan ( ِدِساَفَمْلا ُءْرَد
                                                 
53 Satria Effendi, Ushul Fiqh …, hlm. 223 
54 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis 
Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU Nomor 1 Tahun 1974 Sampai KHI, (Jakarta : Kencana, 
2004), hlm. 121 
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 ِحِلاَصَمْلا ِبْلَج َٰ َلَع ٌم دَقُم ).55  Dan kaidah tersebut mengantarkan pada 
maqashid asy-syari’ah atau tujuan hukum Islam. Maqashid asy-syari’ah 
berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. 
Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah sebagai 
alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada 
kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu 
menurut as-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu :56 
- Kebutuhan dharuriyat yakni sebagai kebutuhan primer (memelihara 
agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta) 
- Kebutuhan Hajiyat yakni kebutuhan sekunder, apabila tidak 
terwujudkan tidak akan mengancam keselaatannya, namun akan 
menemui kesulitan 
- Kebutuhan Tahsiniyat yakni kebutuhan tersier, apabila tidak terpenuhi 
tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok yang telah 
disebutkan dan tidak pula menimbulkan kesulitan, hanya saja hal ini 
dipandang sebagai pelengkap.  
QS. Al-Baqarah ayat 282 :57 
 
                                                 
55 Siti Faizah, “Dualisme Hukum …, hlm. 26 
 
56 Satria Effendi, Ushul Fiqh,  (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 212-216 
 
57 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid …, hlm. 48 
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di 
 antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis 
enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa 
kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 
daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya 
atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 
maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 
antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki 
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 
jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah 
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; 
dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar 
sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi 
Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika 
mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, 
maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan 
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan 
saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), 
maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan 
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu.” 
 
 ًئ ْ يَش ُهْنِم ْسَخْب َي َلََو ُه بَر َ للَّا ِق ت َيْلَو َع يِذ لا َناَك ْنَِإف  ا اًفيِعَض َْوأ اًهيِفَس ُّقَْلحا ِهْيَل
 َديِهَش اوُدِهْشَتْساَو  ِلْدَعْلِبَ ُهُِّيلَو ْلِلْمُيْل َف َوُه  لُِيْ ْنَأ ُعيِطَتْسَي َلَ َْوأ  ْمُكِلاَِجر ْنِم ِنْي
 َت ْن مِ ِنَتََأرْماَو ٌلُجَر َف ِْيَلُجَر َنَوُكَي َْلَ ْنَِإفلا َنِم َنْوَضْر َاُهُاَدْحِإ  لِضَت ْنَأ ِءاَدَهُّش
 ُتْكَت ْنَأ اوُمَأْسَت َلََو  اوُعُد اَم اَذِإ ُءاَدَهُّشلا َبَْيَ َلََو  َٰىَرْخُْلْا َاُهُاَدْحِإ َرَِّكذُت َف ُُوُب
 ُمَو َْقأَو  ِللَّا َدْنِع ُطَسَْقأ ْمُكِل ََٰذ  ِهِلَجَأ ََٰلَِإ ًايرِبَك َْوأ ًايرِغَص  ِل  اُوبَتَْر َت  لََأ ََٰنََْدأَو ِةً َداَه شل
  لََأ ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع َسْيَل َف ْمُكَن ْ ي َب َاَنَوُريِدُت ًةً رِضاَح ًةً راَِتِ َنوُكَت ْنَأ  لَِإ   ۗاَهوُب ُتْكَت
  ْمُتْع َياَب َت اَذِإ اوُدِهْشَأَو  
  َف اوُلَعْف َت ْنِإَو  ٌديِهَش َلََو ٌبِتاَك  راَضُي َلََو ِب ٌقوُسُف ُه نِإ  ُۗ  للَّا ُمُكُمِّلَع ُيَو  َ للَّا اوُق  تاَو ۗ ْمُك
 ٌميِلَع ٍءْيَش ِّلُكِب ُ  للَّاَو 
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Dari ayat tersebut dapat dilakukan analogi dengan menggunakan 
hakikat qiyas yakni :58 
a. Kelompok pertama menggunakan kata لمَ (menanggungkan), تابثا   
(menetapkan),  قالحا (menghubungkan), dan merentangkan. 
Mengandung arti bahwa qiyas itu merupakan usaha atau hasil pemikiran 
mujtahid. Kata “penetapan hukum pada furu’ semisal hukum yang 
ditetapkan Allah SWT pada asal dengan furu’ terdapat kesamaan dalam 
‘illat hukumnya. 
b. Kelompok kedua menggunakan kata ءاوتسا (sama) dan ةً اواسم (samanya).  
Hal ini mengandung arti bahwa qiyas itu sebenarnya bukanlah karya 
mujtahid, karena pada dasarnya hukum furu’ itu adalah sama dengan 
hukum ashal, meskipun tidak ada mujtahid yang meng-qiyas-kan furu’ 
kepada ashal. Kesamaan itu kalau digunakan secara mutlak, maka 
kebenarannya akan dipahami secara sama, terlepas dari apakah 
kesamaan itu sesuai dengan pandangan mujtahid atau tidak. 
Dua pendapat yang berbeda tentang apakah qiyas itu karya 
mujtahid atau tidak, bila diperhatikan dan dianalisis akan terlihat bahwa 
                                                 
58 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Edisi I, Cetakan Kelima, (Jakarta : Kencana Prenada Media 
Grup, 2008), hlm. 174-175 
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keduanya tidak berbeda secara prinsip, karena keduanya sepakat dalam 
hal bahwa penetapan qiyas itu hanya dapat berlaku bila ada kesamaan 
‘illat antara ashal dan furu’.59 
Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa dalam QS. Al-Baqarah 
tersebut terdapat kesamaan ‘illat (alasan), yakni adanya dampak negatif 
yang ditimbulkan apabila tidak dilakukan pencatatan dari sebuah 
perjanjian. Regulasi pemerintah melalui keharusan pencatatan nikah ini 
dibuktikan dengan akta nikah, merupakan bagian dari istislah atau 
maslahah mursalah. Menurut Hasby Al- Shiddiqi, maslahah adalah 
memelihara tujuan syara dengan jalan menolak segala sesuatu yang 
merusak makhluk. Kemudian menurut AL-Razi, maslahah merupakan 
suatu perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan Allah kepada 
hamba-Nya tentang pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan 
harta bendanya, dimana dapat kita pahami bahwa kelima hal tersebut 
merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar manusia dapat hidup 
aman dan sejahtera.60  
Sedangkan pada saat ini banyak sekali masyarakat yang 
menyepelekan aturan pemerintah salah satunya adalah dengan tidak 
                                                 
59 Ibid.  
 
60 Siti Faizah, “Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri”, Jurnal Studi Hukum 
Islam, (Jepara) Vol.1 Nomor 1, 2014, hlm. 27 
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mencatatkan perkawinannya. Kemudian masyarakat yang 
menyepelekan aturan pemerintah bisa dibilang telah mengabaikan 
perintah Al-Qur’an juga.61 Selain itu praktik nikah sirri yang dilakukan 
oleh masyarakat terbukti tidak membuahkan hasil atau manfaat yang 
baik, justru sebaliknya, fakta dari adanya pernikahan siri ialah banyak 
merugikan para wanita dan anak yang kemudian mereka menjadi 
korban atas ketidak pastiannya hak-hak yang seharusnya mereka dapat 
dari adanya perkawinan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa jika segala 
sesuatu yang telah terjadi dan dilakukan atas dasar ketidakpatuhan 
terhadap hukum, maka negara pun tidak bisa memberikan perlindungan 
hukum atas dampak buruk yang diciptakan sendiri oleh masyarakat. 
Untuk itu dapat kita simpulkan bahwa pencatatan perkawinan ialah hal 
yang sangat sederhana namun memiliki manfaat yang besar bagi 
kehidupan suatu keluarga.62 Hukum yang dibuat dan diterapkan oleh 
pemerintah bagi masyarakat tidak lain untuk kebaikan masyarakat itu 
sendiri. Sehingga dengan adanya aturan tentang pencatatan perkawinan 
dapat menumbuhkan lagi kesakralan hubungan perkawinan supaya 
                                                 
61 Lihat QS. An-Nisa Ayat 59, yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 
dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. Dalam Tafsir Jalalain juga 
ditegaskan bahwa ulil amri (pemegang-pemegang urusan) diantara kita ialah penguasa, apabila mereka menyuruh 
kita untuk menaati Allah dan RasulNya harus dilaksanakan. 
 
62 Siti Faizah, “Dualisme Hukum Islam …, hlm. 28 
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tetap terjaga dan terpelihara oleh umat Islam Indonesia. Dan pada 
akhirnya terwujudlah generasi yang bermartabat sebagai hasil 
perkawinan yang bermartabat pula.63 
 
 
3. Itsbat Nikah 
Itsbat nikah dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan isbat 
nikah yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui 
pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut 
hukum yang berlaku. Dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 
KMA/032/SK/2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi 
Pengadilan disebutkan bahwa  itsbat nikah adalah pengesahan atas 
perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan 
tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.64 
Sesuai dengan yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa suatu 
perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai yang berwenang dapat 
menimbulkan berbagai masalah bagi pelakunya. Maka dari itu, pemerintah 
memfasilitasi jalan keluar bagi mereka yang belum mencatatkan 
                                                 
63 Asmawi, Dimensi-Dimensi Syari’ah (Dari Teologi, Hukum, Akhlaq Sampai Sejarah 
Pemikiran), (Tulungagung : STAIN Tulungagung Press, 2013), hlm. 64 
 
64 Yusna Zaidah, “Itsbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hubungannya 
Dengan Kewenangan Peradilan Agama”, Artikel, (Banjarmasin), Institut Agama Islam Negeri Antasari, 
hlm. 5 
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perkawinanya yakni bagi umat muslim sesuai dengan yang telah di tetapkan 
dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7, yakni : 
Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas 
mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:65 
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian 
b. Hilangnya akta nikah 
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan 
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan 
perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Dalam lingkup Pengadilan Itsbat nikah lebih diketahui sebagai produk 
Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan 
diistilahkan dengan jurisdictio voluntair. Dikatakan bukan pengadilan yang 
sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang 
memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yakni penetapan nikah.66 
Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya 
tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara 
                                                 
65 Kompilasi Hukum Islam, BAB II, Pasal 7, Tentang Dasar-Dasar Perkawinan 
 
66 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Cet.4, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 29 
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permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-Undang 
menghendaki demikian.67 
 
C. Perkawinan Beda Kewarganegaraan  
Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan 
bahwa perkawinan campuran ialah perkawinan antara seorang pria dengan 
seorang wanita yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda karena 
kewarganegaraannya berlainan dimana salah satu pihak berwarga negara 
Indonesia. Dari pengertian tersebut terdapat 4 unsur perkawinan campuran :68 
c. Perkawinan hanya boleh dilakukan antara seorang pria dengan seorang 
wanita, hal tersebut terkandung asas monogamy di dalam melakukan 
perkawinan. 
d. Di indonesia tunduk pada hukum yang berbeda. Hal ini menunjukkan 
pemberlakuan hukum yang berbeda bagi pria dan/atau wanita yang akan 
melaksanakan perkawinan. Maksud perbedaan hukum disini ialah perbedaan 
kewarganegaraan, bukan perbedaan golongan, suku, bangsa, dan agama. 
e. Perbedaan kewarganegaraan adalah perbedaan hukum kewarganegaraan. 
                                                 
67 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 1996), hlm. 41 
 
68 Kelik Wardiono, dkk, Hukum Perdata, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2018) 
hlm. 95 
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f. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia, artinya dalam perlakuan 
perkawinan tersebut bukan semuanya warga negara asing akan tetapi salah 
satunya berkewarganegaraan indonesia.  
Perkawinan campuran dapat dilangsungkan baik di Indonesia maupun 
diluar negeri. Jika perkawinan campuran tersebut dilangsungkan di indonesia 
maka harus sesuai dengan pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 dan tentang persyaratan dalam melaksanakan perkawinan campuran harus 
memenuhi syarat-syarat yang berlaku menurut hukum masing-masing pihak.69 
Pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat surat keterangan 
mengenai syarat-syarat tersebut ialah Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan 
hukum masing-masing pihak. Jika pegawai pencatat nikah tersebut menolak 
untuk memberikan surat keterangan, maka pihak yang bersangkutan dapat 
mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang.70 
 
 
 
 
 
 
  
                                                 
69 Ibid.. hlm. 96 
 
70 Ibid. 
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BAB III 
 
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SALATIGA,  
DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN 
ITSBAT NIKAH PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN 
 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Salatiga 
Pengadilan Agama Salatiga ini embrionya sebenarnya telah ada sejak 
agama Islam masuk ke Indonesia. Pengadilan Agama Salatiga muncul bersamaan 
dengan perkembangan kelompok yang beragama Islam di Salatiga dan 
Semarang. Masyarakat Islam di Salatiga dan Kabupaten Semarang saat itu 
apabila terjadi sengketa atau masalah maka akan diselesaikan melalui Qodli 
(Hakim) yang diangkat sultan atau raja yang merupakan penguasa tertinggi. 
Qadli itu sendiri merupakan seorang ulama’ yang ahli di bidang agama Islam.71 
Ketika penjajah Belanda masuk ke pulau Jawa, termasuk di Salatiga. Telah 
dijumpai banyak masyarakat yang berkehidupan sesuai dengan syari’at Islam. 
Demikian pula dengan Peradilan umat muslim telah banyak yang menyelesaikan 
perkaranya dengan menyerahkan kepada hakim sehingga sulit bagi Belanda 
untuk menghapus kebiasaan tersebut. 
Sejarah Pengadilan Agama Salatiga terus berjalan sampai tahun 1940, 
kantor yang ditempatinya masih menggunakan serambi Masjid Kauman salatiga 
dengan Ketua dan Hakim Anggotanya diambil dari Alumnus Pondok Pesantren.
                                                 
71 Pelayanan Informasi PA Salatiga, Online, http://pa-salatiga.go.id/alur-pelayanan-informasi/ 
diakses pada tanggal 12 Januari 2019 pukul 17.08 WIB. 
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 Pegawai yang ada pada waktu itu 4 orang yaitu K. Salim sebagai ketua, K. Abdul 
Mukti sebagai Hakim Anggota dan Sidiq sebagai Sekretaris merangkap Bendahara 
serta seorang pesuruh. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Salatiga meliputi Kota 
Salatiga dan Kabupaten Semarang terdiri dari 14 Kecamatan. Adapun Perkara yang 
ditangani dan diselesaikan yaitu perkara waris, perkara gono-gini, gugat nafkah dan 
cerai gugat. Pada waktu penjajahan Jepang keadaan Pengadilan Agama Salatiga 
atau Raad Agama Salatiga masih belum ada perubahan yang berarti yaitu pada 
tahun 1942 sampai dengan 1945 karena pemerintahan Jepang hanya sebentar dan 
Jepang dihadapkan dengan berbagai pertempuran dan Ketua beserta stafnya juga 
masih sama. 
Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, Pengadilan Agama 
Salatiga berjalan sebagaimana biasa. Kemudian pada tahun 1949 ketua dijabat oleh 
K. Irsyam yang dibantu 7 pegawai. Kantor yang ditempati masih menggunakan 
serambi Masjid Al-Atiq Kauman Salatiga dan bersebelahan dengan Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Salatiga yang sama-sama mengunakan serambi Masjid sebagai 
kantor.  Pada tahun 1953 ketua dijabat oleh K. Moh Muslih, pada tahun 1963 ketua 
dijabat oleh Kh. Musyafa’. Pada tahun 1967 Ketua dijabat oleh K. Sa’dullah, semua 
adalah alumnus Pondok Pesantren. 
 Kemudian kantor Pengadilan Agama Salatiga pindah dari serambi Masjid 
Al-Atiq ke kantor baru di Jl. Diponegoro No. 72 Salatiga sampai tanggal 30 April 
2009 dan setelah sekian lama kantor Pengadilan Agama Salatiga pindah ke gedung 
baru pada tanggal 1 Mei 2009 di Jl. Lingkar Selatan, Jagalan, Cebongan, 
Argomulyo, Salatiga. Kemudian kantor lama digunakan sebagai arsip-arsip dan 
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rumah dinas. Berdiri diatas tanah seluas 5425m2, dengan luas bangunan 1300m2. 
Status gedung tersebut ialah hak pakai dari Pemerintah RI. 
 Sejak kehadiran dan berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 
pada tanggal 17 Desmber 1970 kedudukan dan posisi Peradilan Agama semakin 
jelas dan mandiri termasuk Pengadilan Agama Salatiga. Pengadilan Agama 
Salatiga dilihat dari fisiknya masih tetap seperti dalam keadaan sebelumnya, namun 
fungsi dan peranannya semakin mantap karena banyak perkara yang harus 
ditangani oleh Pengadilan Agama. Banyak perkara masuk yang menjadi 
kewenangannya. Volume perkara yang naik yaitu perkara Cerai Talak disamping 
Cerai Gugat dan juga ada beberapa perkara Itsbat Nikah ( Pengesahan Nikah ), 
karena di Pengadilan Agama Salatiga yang wilayahnya sangat luas yaitu meliputi 
Daerah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang, maka melalui SK Menteri Agama 
Nomor 95 tahun 1982 tanggal 2 Oktober 1982 Jo. KMA Nomor 76 Tahun 1983 
tanggal 10 Nopember 1982 berdirilah Pengadilan Agama Ambarawa di Ungaran. 
Adapun penyerahan wilayah yaitu dilaksanakan pada tanggal 27 April 1984 dari 
Ketua Pengadilan Agama Salatiga Drs. A.M. Samsudin Anwar kepada Ketua 
Pengadilan Agama Ambarawa yaitu sebagian wilayah Kabupaten Semarang dan 
wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga yang ada sekarang tinggal 13 
Kecamatan yaitu : 
Yang masuk wilayah Kota Salatiga, ada 4 kecamatan  
1. Kecamatan Sidorejo 
2. Kecamatan Sidomukti 
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3. Kecamatan Argomulyo 
4. Kecamatan Tingkir 
Yang masuk wilayah Kabupaten Semarang, ada 9 kecamatan 
1. Kecamatan Bringin 
2. Kecamatan Bancak 
3. Kecamatan Tuntang 
4. Kecamatan Getasan 
5. Kecamatan tengaran 
6. Kecamatan Susukan 
7. Kecamatan Suruh 
8. Kecamatan Pabelan 
9. Kecamatan Kaliwungu 
Struktur organisasi Pengadilan Agama juga disesuaikan dengan Peradilan 
Umum dan Peradilan lainnya, sehingga status kedudukannya menjadi sederajat 
dengan Peradilan lain yang ada di Indonesia, dari segi fisik dan jumlah personil 
Pengadilan Agama Salatiga masih ketinggalan dari Peradilan Umum, hal ini 
disebabkan karena dana yang tersedia untuk sarana fisik kurang memadai, namun 
kwalitas sumber daya manusia Pegawai Pengadilan Agama Salatiga sama dan 
sejajar dengan Peradilan Umum bahkan melebihi, karena tenaga yang direkrut 
harus malalui seleksi yang ketat dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. 
Struktur organisasi tahun 2019 ialah sebagai berikut :120 
Ketua    : Drs. H. Umar Muchlis 
                                                 
2  Layanan Informasi Pengadilan Agama Salatiga 
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Wakil   : - 
Sekretaris  : Siti Khalimah, S.H 
-Kasubag IT  : Ruly Arista W,S.kom 
-Kasubag Keuangan : Suhardi 
-Kasubag Keprgawaian : Mir’atul Hidayah, S.HI 
Hakim   : 1. Drs. M. Syaifuddin 
2. Drs. Silachudin 
3. Drs. Anwar Rosidi 
4. Drs. H. Salim, SH., M.H 
5. Drs. Moch. Rusdi, M.H 
6. Drs. M. Muslih 
Panitera   : Drs. Muhadi 
PANMUD Hukum : Mu’asyarotul A 
PANMUD Gugatan : Z. Fannanie, SH 
PANMUD Permohonan: Handayani, S.H 
Panitera Pengganti : 1. Hj. Wasilatun 
      2. Mujahidah, S,H 
      3. Siti Zulaikhah 
      4. Fitri Ambarwati 
Juru Sita   : M. Nawwai Annaji 
Juru Sita Pengganti : 1. Danang Prasetyo 
      2. Ria Hakima Surya 
      3. Syarif Nurul Huda 
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      4. Sadriyan 
Pengadilan Agama sendiri pun memiliki Visi dan Misi sebagai acuan 
dalam bekerja, yakni :121 
Visi Pengadilan Agama Salatiga : 
“Terwujudnya Pengadilan Agama Salatiga Yang Agung 
Misi Pengadilan Agama Salatiga: 
1. Meningkatkan kualitas pelayanan prima berbasis teknologi informasi 
2. Meningkatkan kualitas aparatur yang professional 
3. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas, dan transparasi 
Prosedur pengajuan Permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama 
Salatiga ialah sama denga prosedur pengajuan permohonan yang lain122, 
yakni dengan cara sebagai berikut :123 
1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan 
Pengadilan dan memberikan  salinannya  kepada  Pemohon. 
2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan. 
3. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada 
Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi 
yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin 
dari PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). 
                                                 
121 Layanan Informasi Pengadilan Agama Salatiga 
 
122 Bapak Salim, Hakim Pengadilan Agama Salatiga, Wawancara Pribadi, 26 September 
2018, jam 15.30 – 16.10 WIB. 
 
123 Pelayanan Informasi PA Salatiga, Online, http://pa-salatiga.go.id/alur-pelayanan-
informasi/ diakses 12 Januari 2019, jam 17.08 WIB 
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4. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada 
PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya 
membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi. 
5. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang 
Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan. 
6. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, 
PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, 
dalam hal permohonan ditolak. 
7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, 
PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait 
untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang 
diperlukan untuk mengandakan informasi yang diminta dan 
menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID dalam waktu selama-
lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID 
untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima. 
8. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana 
dimaksud butir 6 atau  butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-
lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima. 
9. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin 
melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan 
untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut. 
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10. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi 
tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas 
Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima. 
11. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik 
(softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi 
tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat 
penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa 
memungut biaya. 
12. Petugas Informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan 
memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu 
yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya 
dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya 
perolehan informasi. 
13. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 
selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi 
dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar. 
14. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk 
mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 
butir 13 dapat diperpanjang selama 3 (tiga) hari kerja. 
15. Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta 
Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register 
Permohonan. 
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B. Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Itsbat Nikah  
Perkara nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sal merupakan perkara 
permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh FYC, umur 69 tahun, agama 
Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Dusun Bringin RT.06 RW.01 
Kabupaten Semarang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I dan WH, umur 
52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Dusun Bringin 
RT.06 RW.01 Kabupaten Semarang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon 
II. Permohonan itsbat nikah ini diajukan pada tanggal 18 Agustus 2017 yang 
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 
0073/Pdt.P/2017/PA.Sal.  
Dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 
permohonan kepada Pengadilan Agama Salatiga untuk menetapkan 
keabsahan terhadap perkawinan yang telah di langsungkan pada tanggal 24 
Agustus 1983 di Kota Jakarta Pusat. Namun setelah tahun 2014 para pemohon 
berpindah tempat tinggal ke Desa Bringin Kabupaten Semarang. 
Berdasarkan surat permohonan tersebut, Majelis Hakim yang 
menangani perkara Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sal memutuskan 
permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mana dengan 
berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :124 
                                                 
124 Salinan Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sal 
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1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan permohonan 
itsbat nikah kepada Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 18 Agustus 
2017 yang terdaftar dengan Nomor Register 0073/Pdt.P/2017/PA.Sal.  
2. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama 
Islam di wilayah Kebayoran, Jakarta Pusat. Yang menjadi wali saat itu 
ialah ayah kandung Pemohon II, dengan 2 orang saudara kandung 
Pemohon II. Dan proses pernikahan di pandu oleh seorang kiyai yang 
tidak dikenali lagi namanya.125 
3. Bahwa saksi menyatakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada 
hubungan sesusuan dan hubungan darah dan telah memenuhi syarat dan 
tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. 
4. Bahwa Para Pemohon menemui kesulitan mengurus dokumen-dokumen 
administrasi yang sah, karena para Pemohon tersebut tidak terdaftar atau 
tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang. 
Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim yang menangani 
Perkara Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sal mengemukakan bahwa benar para 
Pemohon dalam permohonannya meminta agar ditetapkan keabsahan 
pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal  24 Agustus 1983 di 
Kebayoran Jakarta Pusat dan dinyatakan telah memenuhi syarat sebagaimana 
diatur dalam pasal (2) ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat (2) dan 
ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.  
                                                 
125 Bapak Umar Muchlis, Ketua Hakim Pengadilan Agama Salatiga, Wawancara Pribadi, 
04 Desember 2018, jam 13.20 – 14.30 WIB. 
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Bahwa Pemohon I hingga saat pengajuan Permohonan ke Pengadilan 
Agama Salatiga masih berstatus sebagai warga Negara Republik China 
Tiongkok dan hingga tahun 2021 masih berpassport Negara Republik China. 
Pemohon I ketika dalam persidangan saat dimintai beberapa bukti surat izin 
dari Negaranya tidak dapat menunjukkan dikarenakan memang tidak 
mempunyai surat izin tersebut. Hakim Pengadilan Agama Salatiga 
menjelaskan lebih rinci bahwa surat izin yang dimaksud selain fotokopi akta 
kelahiran, fotokopi KTP/KK, dan fotokopi passport, akta cerai (karena pernah 
menikah sebelumnya), juga diperlukan surat keterangan domisili (bisa berupa 
fotokopi tagihan telepon atau listrik), surat izin dari kedutaan besar WNA 
yang bersangkutan yang menyatakan bahwa telah mendapat izin untuk 
menikah di indonesia. Dari syarat tersebut Pemohon I tidak dapat 
menunjukkan beberapa syarat yang di minta oleh Majelis Hakim Pengadilan 
Agama Salatiga, diantaranya :126 
1. Surat keterangan domisili yang dapat dibuktikan dengan tagihan telepon 
atau listrik, karena bagi penduduk asing yang telah menetap minimal 1 
tahun di Indonesia telah dikenai pajak. Bukti lain dari keterangan 
domisili ini dapat dimintakan keterangan dari Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil. Namun Pemohon tidak menyertakannya. 
2. Surat izin untuk menikah dari negara asal Pemohon I dari kedutaan atau 
diplomatik Tiongkok yang ada di Indonesia. Alasan ini ialah salah satu 
                                                 
126 Bapak Salim, Hakim Pengadilan Agama Salatiga, Wawancara Pribadi, 26 September 
2018, jam 15.30 – 16.10 WIB. 
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alasan yang utama bagi pertimbangan hakim. Namun Pemohon tidak 
memiliki surat izin tersebut.  
Selain beberapa syarat yang dikemukakan diatas, dapat diketahui 
bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh para Pemohon menurut agama 
Islam, namun para pemohon tidak dapat membuktikan dengan jelas dan 
menimbulkan keraguan perkawinan yang dilakukan telah sah rukun syaratnya 
sesuai dalam agama Islam atau tidak, diantaranya bertumpu pada syarat kedua 
calon mempelai harus beragama Islam:127 
1. Tidak dapat membuktikan dengan surat keterangan oleh Pemohon I 
bahwa ia telah berpindah agama (mu’alaf) dari Kantor Urusan Agama 
yang berwenang. 
2. Tidak dapat mengucapkan kalimat syahadat di depan Majelis Hakim 
saat persidangan. Padahal sebelumnya ia memberi keterangan telah 
berpindah agama saat akan melangsungkan perkawinan yang di 
bimbing oleh seorang kiyai namun ia lupa namanya. 
Bahwa sesuai dengan keterangan sebelumnya apabila WNA yang ingin 
menikah di indonesia harus mendapat surat izin menikah dari kedutaan besar. 
Dalam kaitannya, perkawinan ini merupakan perkawinan campuran dan 
sebenarnya juga merupakan perkawinan poligami sehingga harus mendapat 
izin dari Pengadilan terkait ketika akan melangsungkan perkawinan supaya 
kemudian dapat di catat perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah yang 
                                                 
127 Bapak Umar Muchlis, Ketua Hakim Pengadilan Agama Salatiga, Wawancara Pribadi, 
04 Desember 2018, jam 13.20 – 14.30 WIB. 
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berwenang. Namun faktanya, ketika melangsungkan perkawinan para 
Pemohon tidak meminta izin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama manapun 
(mengingat bahwa perkawinan dilangsungkan menurut agama Islam).128 
Sesuai dengan fakta-fakta yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum 
dalam kasus permohonan itsbat nikah perkawinan campuran ini, maka dapat 
disimpulkan bahwa pernikahan dilaksanakan dengan melanggar ketentuan 
pasal 2 ayat (1), 4, 5, 59, 60, 61 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 
pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.129 
- Pasal 2 ayat (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu 
- Pasal 4  
Ayat (1) : Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, 
sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka 
ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat 
tinggalnya. 
 Sedangkan Pemohon tidak memiliki surat izin yang dimaksudkan 
tersebut diatas.130 
Ayat (2) : Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya 
memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang 
                                                 
128 Bapak Umar Muchlis, Ketua Hakim Pengadilan Agama Salatiga, Wawancara Pribadi, 
04 Desember 2018, jam 13.20 – 14.30 WIB. 
 
129 Salinan Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sal 
 
130 Bapak Umar Muchlis, Ketua Hakim Pengadilan Agama Salatiga, Wawancara Pribadi, 
04 Desember 2018, jam 13.20 – 14.30 WIB. 
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apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. 
istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
- Pasal 5  
Ayat (1) : Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus 
memenuhi syarat-syarat berikut: 
a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. 
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-
isteri dan anak-anak mereka. 
Ayat (2) : Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini 
tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak 
mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam 
perjanjian;atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu 
mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. 
 Pada faktanya Pemohon I masih memiliki isteri di China namun 
dalam surat permohonannya dia mengaku berstatus duda dan 
hakim Pengadilan Agama Salatiga mengatakan kecurigannya 
bahwa Pemohon memiliki niat untuk menyelundupkan hukum 
dengan cara mengelabuhi hakim. Bahwa pemohon ingin 
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berpindah kewarganegaraan Indonesia namun tidak 
menyelesaikan lebih dahulu terkait aturan hukum yang ada di 
negara asalnya tetapi ia tidak memahami secara luas bagaimana 
hukum (khusunya) yang ada pada bidang perkawinan 
indonesia.131 
- Pasal 59 
Ayat (1) : Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat 
perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang 
berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata. 
Ayat (2) : Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia 
dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini. 
- Pasal 60 
Ayat (1) : Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum 
terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak 
masing-masing telah dipenuhi. 
 Khususnya bagi Pemohon I, bahwa jelas ia belum melengkapi 
beberapa syarat penting dari negaranya untuk kemudian bisa 
menikah di indonesia.132 
Ayat (2) : Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam 
ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk 
                                                 
131 Wawancara dengan Bapak Umar Muchlis dan Bapak Salim di waktu terpisah dengan 
pernyataan yang sama, di Pengadilan Agama Salatiga. 
 
132 Bapak Umar Muchlis, Ketua Hakim Pengadilan Agama Salatiga, Wawancara Pribadi, 
04 Desember 2018, jam 13.20 – 14.30 WIB. 
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melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut 
hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat 
perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah 
dipenuhi. 
Ayat (3) : Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk 
memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang 
berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak 
beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah 
penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. 
Ayat (4) : Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak 
beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut 
ayat (3). 
Ayat (5) : Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan 
tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan 
dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan. 
- Pasal 61  
Ayat (1) : Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang 
berwenang. 
Ayat (2) : Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran 
tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang 
berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang 
disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman 
kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan. 
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Ayat (3) : Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan 
sedangkan ia mengetaui bahwa keterangan atau keputusan pengganti 
keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-
lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan. 
- KHI pasal 7 
Ayat (1) : Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah 
yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. 
Ayat (2) : Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata 
Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. 
Ayat (3) : Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama 
terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : 
(a) Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian; 
(b) Hilangnya Akta Nikah; 
(c) Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 
perkawian; 
Dalam hal ini hakim menjelaskan bahwa tidak ada keraguan hakim 
terhadap sah atau tidaknya syarat perkawinan. Namun memang pada 
dasarnya telah terbukti perkawinan mereka tidak memenuhi syarat 
sah perkawinan. 
(d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-
undang No.1 Tahun 1974 dan; 
(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 
halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thaun 1974 
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 Dari apa yang telah di lihat terhadap beberapa aturan atau syarat 
untuk melangsungkan perkawinan campuran ini, sudah jelas 
bahwa mereka termasuk orang yang memiliki halangan 
perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan di 
indonesia.133 
Ayat (4) : Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah 
suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang 
berkepentingan dengan perkawinan itu. 
Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim yang menangani 
perkara Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Sal. menetapkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II 
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar 
biaya perkara sejumlah Rp. 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu 
ribu rupiah) 
 
  
                                                 
133 Bapak Salim, Hakim Pengadilan Agama Salatiga, Wawancara Pribadi, 26 September 
2018, jam 15.30 – 16.10 WIB. 
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ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN 
PERMOHONAN ITSBAT NIKAH PERKAWINAN BEDA 
KEWARGANEGARAAN DARI TINJAUAN FIQH 
 
Perkara pengajuan permohonan itsbat nikah dengan Nomor Register 
0073/Pdt.P/2017/PA.Sal. merupakan salah satu perkara yang kemudian 
ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga karena melanggar 
beberapa aturan yang telah ada dan berlaku di Indonesia. Yang paling 
terlihat dalam salinan putusan perkara tersebut dan sesuai dengan 
pernyataan hakim yang menangani kasus tersebut ialah pelanggaran pada 
ketentuan pasal 2 ayat (1), 4, 5, 59, 60, 61 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 dan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. 
Pelanggaran pada pasal 2 ayat (1) : fakta dalam kasus ini kejelasan 
agama dari Pemohon I perlu dipertanyakan, karena  tidak dapat 
membuktikan bahwa telah berpindah agama. Hal ini menjadi faktor 
penyebab yang akan menghalangi perkawinan tersebut. Pelanggaran jelas 
terlihat  ketika Pemohon I tidak dapat membuktikan surat keterangan pindah 
agama dari KUA dan lebih buruknya lagi ia juga tidak bisa melafalkan 
kalimat syahadat di depan persidangan, dan untuk itu dapat dikatakan 
memang Pemohon I belum berpindah agama Islam. 
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Pelanggaran pada pasal 4 dan 5 : pada faktanya Pemohon I yang 
pada saat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II merupakan 
perkawinan ke-2 dimana Pemohon I masih terikat perkawinan dengan 
wanita lain di negara asalnya tanpa ada surat izin menikah dari Kedutaan 
Besar negaranya dan juga tanpa surat izin poligami dari Pengadilan yang 
ada di Indonesia. Sehingga disini hakim juga menyampaikan dalam 
wawancara bahwa kemungkinan Pemohon ini ingin menyelundupkan 
hukum, yakni ia ingin berpindah kewarganegaraan Indonesia dengan status 
perkawinannya sedangkan ia tidak memiliki izin untuk melaksanakan 
perkawinan di Indonesia dari Kedutaan Besar China yang berada di 
Indonesia.  
Pelanggaran semakin terlihat lagi ketika para Pemohon mengajukan 
surat permohonannya pada tahun 2017 yakni setelah istri sah dari Pemohon 
I meninggal dunia dan dalam surat permohonan Pemohon I mengaku 
berstatus status duda saat melakukan akad nikah, padahal sesuai akta cerai 
dari Pengadilan China bahwa perceraian terjadi di tahun 2013 karena isteri 
Pemohon I telah meninggal. Kemudian lebih diperkuat dengan keterangan 
2 saksi yang mengatakan hal sama bahwa saat akad nikah Pemohon I 
merupakan suami sah wanita lain. 
Pelanggaran pasal 59, 60, dan 61 : fakta yang sebelumnya telah jelas 
bahwa beberapa persyaratan utama tidak terpenuhi namun tetap 
melangsungkan perkawinan di Indonesia.  
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Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yakni mengatur terkait kebolehan 
itsbat nikah hanya pada hal-hal tertentu yang menyebabkan perkawinan 
tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang, dan salah 
satunya ialah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak 
mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974. Berarti dapat kita tekankan lagi bahwa perkawinan yang 
dilakukan oleh para pemohon merupakan perkawinan yang melanggar 
aturan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia sehingga 
tidak memenuhi aturan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 7 KHI. 
Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam memutuskan 
penolakan terhadap permohonan itsbat nikah untuk perkawinan campuran 
tersebut pada dasarnya juga memperhatikan dari sisi hukum Islam, 
mengingat Kompilasi Hukum Islam sendiri merupakan hukum-hukum yang 
ditetapkan berdasarkan syari’at. Agar lebih mudah memahami, penulis akan 
memperjelasnya sebagai berikut: 
Terkait pencatatan perkawinan dalam hal ini yang menjadi pokok 
utama pembahasan, mengingat itsbat nikah sendiri merupakan permohonan 
supaya suatu perkawinan mendapat keabsahan dari Pengadilan yang 
kemudian dapat dicatatkan di KUA wilayah yang berwenang. Dalam 
konteks Islam sendiri tentang pencatatan nikah ini tidak diatur secara 
khusus. Namun para ulama menggali hukumnya berdasarkan Qiyas 
terhadap sesuatu hal yang memiliki kesamaan illat dengan pencatatan 
perkawinan. Yakni dalam QS. Al- Baqarah ayat 282: 
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 َيْلَو  ُُوُب ُتْكَاف  ًّمَسُم ٍلَجَأ ََٰلَِإ ٍنْيَدِب ْمُت ْ ن َياَدَت اَذِإ اوُنَمآ َنيِذ لا اَهُّ َيأ َيَ  ْمُكَن ْ ي َب ْبُتْك
 َلََو  ِلْدَعْلِبَ ٌبِتاَك ْكَيْل َف  ُ للَّا ُهَم لَع اَمَك َبُتْكَي ْنَأ ٌبِتاَك َبَْيَ يِذ لا ِلِلْمُيْلَو ْبُت
 َع يِذ لا َناَك ْنَِإف  اًئ ْ يَش ُهْنِم ْسَخْب َي َلََو ُه بَر َ للَّا ِق ت َيْلَو ُّقَْلحا ِهْيَلَع اًهيِفَس ُّقَْلحا ِهْيَل
 ُِيْ ْنَأ ُعيِطَتْسَي َلَ ْوَأ اًفيِعَض َْوأ ْدَعْلِبَ ُهُِّيلَو ْلِلْمُيْل َف َوُه  ل ِنْيَديِهَش اوُدِهْشَتْساَو  ِل
 َهُّشلا َنِم َنْوَضْر َت ْن مِ ِنَتََأرْماَو ٌلُجَر َف ِْيَلُجَر َنَوُكَي َْلَ ْنَِإف  ْمُكِلاَِجر ْنِم ْنَأ ِءاَد
 َو  َٰىَرْخُْلْا َاُهُاَدْحِإ َرَِّكذُت َف َاُهُاَدْحِإ  لِضَت َذِإ ُءاَدَهُّشلا َبَْيَ َلَ  اوُعُد اَم ا  اوُمَأْسَت َلََو
 ِل ُمَو َْقأَو  ِللَّا َدْنِع ُطَسَْقأ ْمُكِل ََٰذ  ِهِلَجَأ ََٰلَِإ ًايرِبَك َْوأ ًايرِغَص ُُوُب ُتْكَت ْنَأ ََٰنََْدأَو ِةً َداَه شل
 ُريُِدت ًةً رِضاَح ًةً راَِتِ َنوُكَت ْنَأ  لَِإ  اُوبَتَْر َت  لََأ ُكَن ْ ي َب َاَنَو  لََأ ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع َسْيَل َف ْم
 َعْف َت ْنِإَو  ٌديِهَش َلََو ٌبِتاَك  راَضُي َلََو 
 ْمُتْع َياَب َت اَذِإ اوُدِهْشَأَو ۗ اَهوُب ُتْكَت ٌقوُسُف ُه نَِإف اوُل
 ٍءْيَش ِّلُكِب ُ  للَّاَو  ُۗ  للَّا ُمُكُمِّلَع ُيَو  َ للَّا اوُق  تاَو ۗ ْمُكِب  َع ٌميِل 
   Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 
kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di 
 antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis 
enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa 
kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 
daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya 
atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 
maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 
antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan 
dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika 
seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-
saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan 
janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai 
batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan 
lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika 
mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, 
maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan 
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan 
saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka 
sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan 
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu.” 
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Ayat tersebut memiliki persamaan illat terhadap pencatatan suatu 
transaksi atau perjanjian yang mana bila terjadi suatu hal di kemudian hari 
supaya bisa dipertanggung jawabkan dan memiliki kekuatan hukum yang 
jelas. Sehingga apabila suatu perjanjian tidak memiliki alat bukti (bayyinah) 
otentik akan menimbulkan beberapa hal yang dapat merugikan pihak-pihak 
terkait di dalamnya.  
Kemudian dalam kaidah ushul fiqh   ِحِلاَصَمْلا ِبْلَج َٰ َلَع ٌم دَقُم ِدِساَفَمْلا ُءْرَد 
dimana menolak mafsadah (kerusakan) itu lebih didahulukan daripada 
mengambil kemaslahatan. Dapat dimaknai disini bahwa pencatatan 
perkawinan bertujuan untuk menghindarkan umat muslim di Indonesia ini 
dari keburukan yang akan terjadi bila suatu perkawinan dilakukan tanpa 
adanya pengakuan keabsahan dari negara. Yakni apabila dikemudian hari 
terjadi kemungkinan terburuk dalam hubungan perkawinan mislanya 
perceraian maka baik suami ataupun istri dapat menuntut masing-masing 
hak yang seharusnya mereka dapat dari perkawinannya. Sedangkan apabila 
perkawinan tidak dicatatkan maka tidak diakui oleh negara sehingga tidak 
ada penjaminan bagi hak-hak yang seharusnya mereka dapat. Aturan 
tentang keharusan pencatatan perkawinan ini juga dibuat supaya terwujud 
ketertiban administratif. Apabila perkawinan dicatatkan maka segala hal 
yang berkaitan dengan data perkawinan dapat ditelusuri dengan mudah. 
Sebagaimana dari sisi maqasid asy-syari’ah atau tujuan Islam dalam 
pemberlakuan pencatatan nikah. Seperti yang telah dijelaskan bahwa 
pencatatn nikah memiliki tujuan untuk menghindarkan umat dari keburukan 
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yang akan terjadi dan juga sebagai jalan untuk mengatur terkait data 
administratif negara. Dalam maqashid asy-syari’ah, memelihara keturunan 
termasuk dalam kebutuhan primer (Dharuriyat) apabila tidak terpenuhi 
maka akan mengancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun 
akhirat. Untuk memenuhi kebutuhan primer ini maka seseorang harus 
menikah supaya tersampaikan kebutuhannya untuk mendapatkan keturunan 
dengan cara yang sesuai syari’at Islam. Dengan adanya perkawinan yang 
dibenarkan dalam syari’at, maka diharapkan pula akan menghasilkan 
keturunan yang berkualitas dan berguna bagi agama dan bangsa. 
Untuk menjaga keturunan tersebut sesuai dengan kondisi zaman saat 
ini maka harus dipenuhi pula kebutuhan sekundernya (Hajiyat) sebagai 
penunjang kebutuhan primer. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi 
sebenarnya tidak akan mengancam keselamatan atau keberlangsungan umat 
manusia. Namun akan menimbulkan kesulitan. Seperti halnya pencatatan 
perkawinan merupakan kebutuhan sekunder yang apabila tidak terpenuhi 
maka akan menimbulkan kesulitan. Diantara kesulitan tersebut ialah tidak 
adanya penjaminan terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh dalam 
perkawinan dan bila terjadi suatu masalah dalam keluarga maka apabila 
menuntut dan meminta keadilan hukum negara, maka tidak bisa karena 
perkawinan tidak mendapat keabsahan dari negara walaupun sah dimata 
agama. Bukan berarti negara menyimpang dari hukum agama yang ada, 
namun perlu diadakan peraturan pencatatan untuk menjaga hubungan 
perkawinan dari sisi administratif. 
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Selain kebutuhan dharuriyat dan kebutuhan hajiyat juga ada 
kebutuhan lain yang sebaiknya dipenuhi yakni kebutuhan tahsiniyat. Pada 
dasarnya apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam 
keselamatan umat dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Hanya saja 
kebutuhan ini sebagai pelengkap 2 kebutuhan sebelumnya. Dalam hal 
pencatatan perkawinan maka diperlukan suatu wadah untuk 
mencatatkannya yang bisa dimiliki secara penuh oleh individu bukan hanya 
untuk pemerintah saja, karena pemerintah memiliki data dalam bentuk 
sistem pencatatan online. Sedangkan tidak semua masyarakat bisa 
mengaksesnya, jadi diperlukan buku nikah sebagai wujud nyata dari 
pencatatan perkawinan yang telah sah menurut agama dan negara. Sehingga 
bisa digunakan kapan saja saat dibutuhkan. 
Dari penjelasan tersebut diatas dapat kita ketahui bahwa pencatatan 
nikah merupakan sunnah yang sangat dianjurkan, karena apabila di abaikan 
akan merugikan pihak yang ada dalam suatu perkawinan khusunya bagi 
perempuan.  
Selanjutnya tentang perkawinan beda agama sebagaimana fakta 
persidangan bahwa Pemohon I sebenarnya belum berpindah agama Islam 
dan terbukti bahwa ia tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat itu seolah 
menambah poin besar yang tidak boleh diabaikan. Karena seperti yang kita 
tahu bahwa perkawinan berbeda agama sendiri dalam Islam dilarang. Hal 
tersebut telah tertuang dalam Q.S Al-Baqarah ayat 221: 
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Artinya : ”Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih 
baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah 
kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) 
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik 
dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke 
neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. 
Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada 
manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” 
 
Kesimpulannya dilarang menikahi wanita musyrik sebelum mereka 
beriman dan juga sebaliknya, dilarang menikahkan wanita muslim dengan 
laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Sehingga hukum yang berlaku 
di negara Indonesia tidak bertentangan dengan hukum yang ada dalam 
agama Islam. Bisa kita lihat juga dalam Mukhtamar NU ke-28 di Yogyakarta 
pada bulan November 1989 ulama NU menetapkan fatwa bahwa pernikahan 
beda agama di Indonesia hukumnya haram atau tidak sah. Hal yang sama 
dikemukakan pula oleh ulama Muhammadiyah dalam sidang Mukhtamar 
Tarjih ke-22 di Malang pada tahun 1989 yakni pernikahan beda agama 
hukumnya tidak sah. Lebih diperkuat lagi dalam KHI pasal 4 bahwa 
perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam yang berarti 
harus ada kepatuhan pemenuhan rukun dan syarat perkawinan Islam dan 
tidak bisa dilakukan antar atau lintas agama.  
 َنِمْؤُم ٌةَمََلَْو   نِمْؤ ُي َٰ تََّح ِتاَِكرْشُمْلا اوُحِكْن َت َلََو َِكرْشُم ْنِم ٌْيرَخ ٌة َلََو  ْۗمُكْت َب ََ َْعأ ْوَلَو ٍة
 ََٰلُوأ  ْۗمُكَب ََ َْعأ ْوَلَو ٍِكرْشُم ْنِم ٌْيرَخ ٌنِمْؤُم ٌدْبَعَلَو  اوُنِمْؤ ُي َٰ تََّح َيِِكرْشُمْلا اوُحِكْن ُت َنوُعْدَي َكِئ
 ِةً رِفْغَمْلاَو ِة َنْلجا َلَِإ وُعْدَي ُ  للَّاَو  ِرا نلا َلَِإ َيَآ ُ ِّيَب ُيَو  ِِهنْذِِبِ َنوُر َكذَت َي ْمُه لَعَل ِسا نِلل ِِهت 
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Kemudian tentang perkawinan poligami, keluar dari konsep 
dibolehkan atau dilarang nya poligami dalam Islam. Karena sejatinya 
poligami ialah boleh bila sesuai ketentuan syariat Islam yang ada, yakni 
dalam QS. An-Nisa’ ayat 3: 
 
 
 
 
 
 
 Dalam terjemahannya telah jelas bahwa  boleh menikahi 2, 3, atau 
4 wanita. Kemudian bila seorang suami tidak akan bisa berlaku adil maka 
dianjurkan menikahi 1 wanita saja daripada harus berbuat aniaya. Hukum 
di Indonesia pun memandang sama yakni dari sisi perizinan poligami 
supaya wanita dan anak dari hasil poligami dapat terjamin hukumnya 
dengan baik, terlebih lagi dalam perundangan Indonesia menekankan poin 
keadilan dalam persyaratannya. Dikarenakan porsi keadilan bagi suami dan 
istri pasti berbeda maka diperlukan lembaga penengah dan penjamin bagi 
keadilan yang akan menjadi perjanjian perkawinan poligami. Dengan begitu 
pula perkawinan di Indonesia akan lebih tertata dan sesuai dengan hukum 
Islam (bagi pemeluk agama Islam). Nyatanya, dalam hal perkawinan 
poligami ini, Pemohon I sama sekali tidak ada usaha meminta izin dari 
 َعَبَُرَو َثَلاُثَو َنَْْ َم ِءاَسِّنلا َن ِّم مُكَل َبَاط اَم اوُحِكنَاف  َماَت َيْلا فِ اُوطِسْق ُت  لََأ ْمُتْفِخ ْنِإَو 
 َكَلَم اَم ْوَأ ًةً َدِحاَو َف اوُلِدْع َت  لََأ ْمُتْفِخ ْنَِإفاوُلوُع َت  لََأ َنََْدأ َكِلَذ ْمُُكنَاْيْأ ْت  
Artinya : “ Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil 
terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), 
maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau 
empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka 
(nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu 
miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim.” 
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Pengadilan Agama dan bahkan tidak mempunyai izin menikah dari Negara 
asalnya, sedangkan istri sahnya tinggal dan menetap di negara asalnya.  
Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penolakan 
hakim terhadap perkawinan tersebut sangat tepat, karena menimbang dari 
sisi kemaslahatan untuk menolak kemafsadatan bagi umat maka hukum 
harus dipaksakan, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan 
seperti adanya sengketa dalam keluarga dan supaya  terhindar dari kesulitan-
kesulitan hidup dan terhindar dari kesulitan dalam pengurusan hal yang 
bersifat administratif  yang berkaitan dengan hukum di Indonesia.  
Akibat hukum dari penolakan permohonan dispensasi nikah ini 
adalah bahwa perkawinan tersebut tidak sah. Kemudian tidak ada jaminan 
bagi hak-hak wanita yang perkawinananya belum dicatatkan. Secara sosial 
hubungan kedua nya dapat dikatakan sebagai bentuk hubungan kumpul 
kebo. Adapun jalan lain supaya perkawinan menadapatkan pengesahan 
perkawinan yakni itsbat nikah dialikan dengan melakukan pernikahan 
kembali sesuai dengan aturan yang berlaku dari sisi agama maupun negara. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Perkawinan ialah suatu ikatan yang dilakukan oleh seorang pria 
dengan seorang wanita yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup 
yang serasi dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, 
mawaddah, dan rahmah untuk kurun waktu yang tidak dapat 
ditentukan/dibatasi atau selama-lamanya.  
Pencatatan perkawinan pada dasarnya merupaka upaya pemerintah 
untuk memberikan jaminan atas kepastian hukum bagi perkawinan 
masyarakat Indonesia. Seperti kasus yang dialami oleh Pemohon I dan 
Pemohon II, mereka mengalami kesulitan untuk mencatatkna 
perkawinannya pada KUA yang berwenang dikarenakan tidak terpenuhinya 
syarat-syarat perkawinan di Indonesia baik dari segi Undang-Undang 
Perkawinan dan KHI maupun dari segi hukum Islam. Oleh karena mereka 
melakukan pelanggaran pada pasal 2 ayat (1), 4,5,59,60,61 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 sehingga permohonan mereka ditolak dan karena 
tidak sesuai dengan kriteria itsbat nikah yang ada dalam pasal 7 KHI.  
Dalam hukum Islam memang tidak mengatur secara implisit tentang 
pencatatan perkawinan, namun jumhur ulama dalam pengambilan hukum 
ini sesuai dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Berdasarkan hukum Islam melalui 
Qiyas dalam QS. Al- Baqarah ayat 282, dimana memiliki kesamaan ‘illat 
dengan hukum ashal yakni sesuatu yang hukumnya telah di tetapkan dalam 
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nash. Selain itu, pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk kemaslahatan 
umat yang dapat menghidarkan dari keburukan atas tidak terjaminnya 
hubungan hukum perkawinan di Indonesia. Sebagaimana kaidah ushul fiqh 
bahwa pencatatan perkawinan merupakan jalan untuk menolak 
kemafsadatan dan  mengantarkan pada tujuan hukum Islam ( maqashid asy-
syari’ah) yakni menjaga keturunan. 
B. Saran  
Negara Indonesia merupakan negara hukum dimana setiap hal yang 
berkaitan dengan masyarakat Indonesia terjamin atas dasar hukum yang 
memiliki kekuatan penjaminan dan pemenuhan hak-hak. Untuk kebaikan 
masyarakat maka akan lebih baik jika mentaati hukum yang telah ditetapkan 
supaya kemudian tidak akan menyesal jika terjadi suatu hal yang 
membutuhkan bantuan negara. Selain itu, hukum tentang perkawinan 
dibentuk atas dasar kemaslahatan bukan atas dasar kepentingan pemerintah 
semata, segala sesuatu yang sesuai dengan hukumnya, maka akan berjalan 
harmonis, begitu pun bila dilandasi dengan kepatuhan hukum syari’at Islam 
maka hidup akan lebih tentram. 
Bagi masyarakat Indonesia pada umunya dan umat muslim 
khusunya, apabila perkawinan terdahulu tidak dilangsungkan sesuai rukun 
dan syarat, maka segeralah dibenarkan dan lakukan perkawinan sesuai 
dengan hukum yang semestinya. Sehingga akan tercipta ketertiban hukum.  
Bagi pemerintah, sebaiknya lebih mengetatkan tentang penerapan 
sanksi pelanggaran khusunya dalam hal pencatatan perkawinan ini, 
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sehingga untuk melakukan penyelewengan hukum, masyarakat akan 
berpikir berkali-kali.  
Bagi lembaga Peradilan Agama supaya tidak mudah memberikan 
dispensasi bagi permohonan itsbat nikah perkawinan beda 
kewarganegaraan, atau agar selalu disiplin dan tegas sehingga dapat 
memperkecil kemungkinan adanya penyelundupan hukum seperti yang 
terjadi pada kasus permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Salatiga 
dengan Nomor perkara 0073/Pdt,P/2017/PA.Sal tersebut.  
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